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BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Banyuasin, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan
berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2018-2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang@
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10.

11.
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13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5943);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan {



Menetapkan

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jabbgka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2009 Nomor 26);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah
diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembahasan atas Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
2018-2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
S
4

e

Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
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Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banyuasin.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk kurun waktu
5 (lima) tahun.

Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah
Kabupaten Banyuasin sebagai penjabaran dari visi, misi, dan
strategi pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar
rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah ditetapkan.

Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan
pengamatan terhadap perkembangan kinerja, pelaksanaan
kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil
pengukuran kinerja, identifikasi dan analisis serta antisipasi
masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh OPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Banyuasin atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
sebagian atau seluruhnya dari APBD dan atau APBN.

18. Kegiatan &



18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang
berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai
masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau
output dalam bentuk barang atau jasa.

19. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

20. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang
telah ditetapkan.

21. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU
(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018-2023, adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah selama 5 (lima) tahun menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan wuntuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Setiap OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin wajib

menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis di
lingkungan masing-masing.

Pasalg



Pasal 4
Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing OPD dan
unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama RPJMD untuk
Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
serta unit kerja mandiri dibawahnya.

Pasal 6

(1) Indikator Kinerja Utama OPD di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Banyuasin harus selaras antar tingkatan unit
organisasi.

(2) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Indikator
Kinerja Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Hasil
(Outcome), dengan tatanan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah
Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya adalah
indikator hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan,
tugas dan fungsi;

b. Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat
Eselon II/Satuan Kerja/OPD/Unit Kerja Mandiri di
lingkungan Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya
adalah indikator keluaran (Output).

Pasal [



Pasal 7

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD dan
Renstra OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin
melibatkan  pemangku  kepentingan (Stakeholders)  dari
Pemerintah Daerah dan OPD yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus
memenuhi Karakteristik Indikator Kinerja yang SMART C, guna
pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

Specific (tidak bermakna ganda);

Measurable (dapat diukur dengan jelas);
Achievable (dapat dicapai);

Relevant (sesuai);

Time Bond (memiliki batas waktu pencapaian);
Continously Improve (selalu disempurnakan).

Moo T

Pasal 9

(1) Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib
menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan,
keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi
kinerja yang handal.

(2) Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak
negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan,
Pimpinan wunit organisasi diatasnya agar ditentukan
pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran pengembangan
dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 10

Indikator Kinerja Utama RPJMD digunakan untuk :

Perencanaan Jangka Menengah;

Perencanaan Tahunan;

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program
dan kegiatan

Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis Organisasi Perangkat

Daerah.
Pasal {
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Pasal 11

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan analisis dan
evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator
Kinerja Utama, dan melengkapi informasi yang dihasilkan
dalam pengukuran kinerja untuk digunakan dalam perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan
meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan
maupun informasi lainnya.

BAB YV
PEMBINAAN DAN KOORDINASI
Pasal 13

Bupati Banyuasin, melakukan :

a. Pembinaan dan pengembangan dalam penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin;

b. Koordinasi untuk mengintegrasikan sistem pengukuran
kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang
lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Banyuasin melakukan koordinasi dan
pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator
kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

BAB (



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
__pada tanggal 2 Mak 2019

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 20 Mutk 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH

=~ RABUPATEN BANYUASIN,
T '4{/&§\
T

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 4¢€



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUASIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

MISI Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
TUJUAN Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
Bangkit 1 Angka Rata-rata Lama Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, Tahun Dinas Laporan
Pendidikan sekolah kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan Tahunan
(Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan) 2 Harapan Lama Sekolah LG Et Tahun Dinas Laporan
HLS; = FK x Z P—lt Pendidikan Tahunan
i=a t
Dimana :
HLSf = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
Ef = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t
P! =Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t
i =Usia(a,a+ 1, ...... , n)
FK =Faktor Koreksi Pesantren
3 Angka Putus Sekolah Dinas
(DO) Pendidikan dasar Pendidikan
SD / MI (%) Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se Kabupaten dan Kota © 100% %,
Jumlah Seluruh SD /MlIse Kabupaten dan Kota
SMP/ MTS (%) Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTSse Kabupatendan Kota £ 100% %
Jumlah Seluruh SMP MTS se Kabupaten dan Kota
4 Rata-rata Nilai Ujian Dinas
(USBN/UN) Pendidikan
SD / MI Jumlah Nilai Rata — rata Mata Pelajaran USBN SD /MI %,
Jumlah Mata Pelajaran USBN SD /MI
SMP/ MTS Jumlah Nilai Rata — rata Mata Pelajaran UN SMP/MTS %,

Jumlah Mata Pelajaran UN SMP/MTS




PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
Bangkit 5 Angka Usia Harapan Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada Tahun Dinas Laporan
Kesehatan Hidup perubahan pola mortalitas menurut umur Kesehatan Tahunan
(Men'lngkatny a 6 Angka Kematian Bayi AKB = —20-=1th .. 1000 (Rasio/ Dinas Laporan
Derajat (AKB) per 1000 Liahir Hidup 1.000 Kesehatan Tahunan
kesehatan dan kelahiran hidup . kelahiran
Kecukupan Gizi Dimana : o Hidup)
masyarakat) AKB =D0-<1th¥Lahir Hidupx 1000
Dimana:
DO-<1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun
tertentu.
ZLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
7 Angka Kematian ibu per | Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil, bersalin (Rasio/ Dinas Laporan
100.000 kelahiran dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun 100.000 Kesehatan Tahunan
- - —— x100.000
hidup Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tersebut dan pada Kelahiran
kurun waktu yang sama Hidup)
8 Persentase Penurunan Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan diselesaikan 0 % Dinas Laporan
Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan x100% Kesehatan Tahunan
Miskin dan Rentan
9 Pencapaian skor Pola PPH = — tAngka Kecukupan Energi (AKE) . 1o % Dinas Laporan
Pangan Harapan (PPH) Bobot Masing—masing Kelompok Pangan Ketahanan Tahunan
Pangan
TUJUAN Meningkatkan keamanan, kenyamanan,dan demokratisasi di Banyuasin
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
Bangkit 10 Angka Kriminlitas AK= Jumlah Tindak Kriminal tahun n — Jumlah Tindak kriminal tahun n—1 % Sat POL PP, Laporan
Ketentraman, Jumlah Tindak Kriminalitas tahunn Pamadam Tahunan
Ketertiban Kebakaran dan
Umum, dan Penyelamatan
Perlindungan 11 Persentase Penurunan (Jumlah Pelanggaran PERDA Tahunn — 1) — Jumlah Pelanggaran Perda tahunn £ 100% % Sat POL PP, Laporan
Masyarakat) Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran PERDA tahunn — 1 0 Pamadam Tahunan
Menurunnya Kebakaran dan
o Penyelamatan
kriminalitas
TUJUAN Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
(Bangkit 12 Angka Partisipasi Jumlah Pemilih 100% % Badan Laporan
Demokrasi) Pemilu Jumlah Pemilih yang terdaftar x ° Penanggualngan | Tahunan
Meningkatnya Bencana,
kesadaran Kesbangpol
masyarakat
dalam
berdemokrasi
MISI Meningkatkan Keimanan Dan Ketagwaan
Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehingga Mampu Berpretasi Gemilang
TUJUAN Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius




PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
(Bangkit 13 Persentase Atlet Jumlah Atlet yang berprestasi 100 % % Dinas Laporan
Prestasi dan berprestasi Total Jumlah Atlet yang dikirim 0 Kepemudaan, Tahunan
Keimanan Olahraga dan
Masyarakat) i i Pariwisata
Meningkatnya 14  Persentase Prestasi Jumlah Sanggar Seni yang berprestasi £ 100% % Dinas Laporan
Masyarakat Bidang Seni dan Total Jumlah Sanggar Seni yang dikirim Kepemudaan, Tahunan
yang Budaya Olahrgga dan
berprestasi dan Pariwisata
. 15 Generasi muda Hafiz Jumlah Masyarakat yang Hafiz Quran pada tahun perencanaan Orang Sekretariat Laporan
religius
Al-Quran (Orang) Daerah Tahunan
16 Masyarakat Khatam Jumlah Masyarakat yang khatam Quran (Wisudawan BKPRMI) Orang Sekretariat Laporan
Quran (Orang) Daerah Tahunan
17 Persentase Peningkatan | Persentase Peningkatan Zakat melalui BAZDA % Sekretariat Laporan
Zakat Melalui BAZDA Daerah Tahunan
MISI Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi MenujuBanyuasin Yang Sejahtera
TUJUAN Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
Bangkit 18  Nilai Tukar Petani NTP = [deks yang diterima petani (It) . 4 oy % Dinas Pertanian | Laporan
Pertanian Indeks yang dibayar (lb) Tahunan
(Meningkatnya 19  Nilai Tukar Nelayan NTN = [rdeks yang diterima nelayan 4 0, % Dinas Laporan
Kesejahteraan Indeks yang dibayar nelayan Perikanan Tahunan
Petani dan 20 Nilai Tukar NTPI = Indeks yang diterima pembudidaya ikan x 100% % Dinas Laporan
Nelayan Pembudidaya Ikan Indeks yang dibayar pembudidaya ikan Perikanan Tahunan
Bangkit 21 Kontribusi sektor Dinas Perdakop | Laporan
Perdagangan, terhadap PDRB dan UKM Tahunan
Industri , Perdagangan, Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan © 100% %, Laporan
Koperasi dan Jumlah PDRB ° Tahunan
UMKM Industri Pengolahan Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri  100% %, Laporan
terhadap PDRB Jumlah PDRB 0 Tahunan
(Meningkatnya 22 Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
kontribusi Asing (PMA) PTSP Tahunan
sektor 23 Jumlah Nilai PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
perdagangan, PTSP Tahunan
industri 24 Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMDN Dinas PM dan Laporan
Pengolahan dan Dalam Negeri (PMDN) PTSP Tahunan
Investasi)
25 Jumlah Nilai PMDN Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas PM dan Laporan
PTSP Tahunan




Tertinggal menjadi desa
berkembang

Maysrakat dan
Desa

SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN PENﬁ“C]}f; NG SL]JDIX?ER

8  Bangkit Tenaga | 26  Rasio penduduk yang Penduduk yang bekerja £ 100% % Dinas Tenaga Laporan
Kerja Lokal bekerja Angkatan Kerja 0 Kerja dan Tahunan
(Meningkatnya Transmigrasi
kesempatan 27 Tingkat Pengangguran Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja © 100% % Dinas Tenaga Laporan
berusaha dan Terbuka Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 0 Kerja dan Tahunan
kesempatan Transmigrasi
kerja)

9 Bangkit Daya 28 Persentase Pemanfaatan Jumlah Inovasi Daerah yang Menang Lomba £ 100% % Bappeda Laporan
Saing Produk Inovasi Unggulan Jumlah Inovasi Daerah yang dilaksanakan 0 Litbang Tahunan
Daerah dan Daerah.

Pariwisata

(Menin.gkatny a 29 Peningkatan Jumlah Orang Dinas Laporan

Inovasi Kunjungan Wisata Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata Andalan Tahun n Kepemudaan, Tahunan
. jung p

Teknologi dan Olahraga dan

Destinasi Pariwisata

Pariwisata)

10 (Bangkit 30  Persentase Jalan Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi mantap « 100% % Dinas PU TR Laporan
Infrastruktur) kabupaten dalam Panjang seluruh jalan Nasional di daerah tersebut ’ Tahunan
Meningkatnya kondisi mantap
infrastruktur
yang baik, 31  Persentase Dermaga Jumlah Dermaga dalam Kondisi Mantap © 100% % Dinas Laporan
merata dan Dalam Kondisi Mantap Jumlah total dermaga sampai tahun n 0 Perhubungan Tahunan
berwawasan
lingkungan dan | 32 Cakupan Rumah Layak Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni di suatu % Disperkimtan Laporan
naiknya status Huni wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 100% Tahunan
desa) Jumlah rumah di suatu wilayah kerja . 0

pada kurun waktu tertentu

33  Persentase Penduduk Penduduk berakses air minum 100% % Disperkimtan Laporan
Berakses Air Minum Jumlah Penduduk x 0 Tahunan

34  Cakupan Layanan Luas Wilayah yang tercoverege % Dinas Laporan
Telekomunikasi Luas Wilayah Keseluruhan Komunikasi dan | Tahunan

y
Informatika

35 Persentase irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik X 100% % Dinas PU TR Laporan
kabupaten dalam Luas Irigasi Kabupaten 0 Tahunan
kondisi baik

36 Jumlah Desa Sangat Jumlah Desa Sangat Tertinggal daanertinggal menjadi defa berkembangx 100% % Dinas Laporan
Tertlnggal dal‘l Jumlah Total Desa di Kabupaten Banyuasin Pemberdayaan Tahul’lal’l




PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
11  (Bangkit 37  Indeks Kualitas IPA+1IPU +ITH % Dinas Laporan
Kualitas Lingkungan Hidup 3 Lingkungan Tahunan
Lingkungan (IKLH) Hidup
Hidup) igﬁ = IIntéllellis iencemaran %1; Sungai
- = Indeks Pencemaran Udara
Meningkatnya ITH = Indeks Tutupan Lahan
Pengelolaan
Llpgkungan 38 Menurunnya Indeks Potensi Kemungkinan Korban dan dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana % Badan Laporan
Hidup dan Resiko Bencana Penanggungan Tahunan
Pengelolaan Bencana,
Resiko Bencana Kesbangpol
12 Bangkit 39 Indeks Reformasi a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit Nilai Sekretariat Laporan
Reformasi Birokrasi dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh Daeah Tahunan
Birokrasi) upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal
Meningkatnya instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas,
Reformasi efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah
Birokrasi pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integristas (bersih dan
bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan
b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40%
untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit
adalah sebagai berikut: Unsur yang diukur sebagai berikut:dalam
Komponen Hasil adalah Metode pengukuran/penilaian adalah dengan self
assessment (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara,
observasi langsung, pengumpulan bukti- bukti pendukung, survey internal
dan eksternal.
40 Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP atau Tingkat Kematangan Level Sekretariat Laporan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai Tujuan Daeah Tahunan
Pengendalian Intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
41  Indeks Kepuasan KM = [otatdari Nilai Persepsiper UNSur o nrijo; penimbang Nilai Sekretariat Laporan
Total Unsur yang terisi Daeah Tahunan

Masyarakat (IKM)

Dimana :

Jumlah Bobot 1
— = —=10,071
Jumlah Unsur 14

Bobot Nilai rata — rata tertimbang =
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100
maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan
rumus sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Nilai Nilai Interval Mutu Kinerja Unit

Persepsi Interval IKM | Kontroversi IKM | Pelayanan Pelayanan

1 1,00 - 1,75 25-43,75 D Tidak Baik

2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang
Baik

3 2,51 -3,25 62,51 - 81,25 B Baik

4 3,26 — 4,00 81,26 — 100,00 A Sangat Baik




X PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
42 Nilai SAKIP Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai Sekretariat Laporan
Daerah, Tahunan
Inspektorat dan
Bappeda
Litbang
43  Opini BPK terhadap Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah Hasil Badan Laporan
Laporan Keuangan Penilaian Pengelolaan Tahunan
BPK Keuangan

Daerah




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 45 TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

1. SEKRETARIAT DAERAH

A. Tugas Pokok

1.

Sekretaris Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

B. Fungsi Utama

anh L=

Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah;

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
Pelayanan Administratif Dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah;
Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.



INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 & 4 S 6 7

(Bangkit Prestasi . Generasi Muda Jumlah Masyarakat yang Hafiz Qur’an pada Orang Sekretariat Laporan

dan Keimanan Hafiz Al-Qur’an Tahun Perencanaan Daerah Tahunan
Masyarakat)

Meningkatnya . Masyarakat Jumlah Masyarakat yang Khatam Qur’an Orang Sekretariat Laporan

masyarakat yang Khatam Qur’an Daerah Tahunan

‘?eelripirssta31 dan . Persentase Persentase Peningkatan Zakat melalui BAZNAS % Sekretariat Laporan

& Peningkatan Zakat Daerah Tahunan

melalui BAZNAS
(Bangkit Reformasi . Indeks Reformasi a. Pengukuran dibagi kedalam dua komponen, Nilai Sekretariat Laporan
Birokrasi) Birokrasi yaitu komponen pengungkit dan hasil. Daerah Tahunan

Meningkatnya
Reformasi
Birokrasi

Komponen pengungkit adalah pengukuran
terhadap seluruh upaya perbaikan tata
kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak
internal instansi pemerintah agar mampu
memberikan pelayanan yang berkualitas,
efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.
Komponen hasil adalah  pengukuran
terhadap kapasitas dan akuntabilitas,
integritas (bersih dan bebas KKN) dan
kepuasan pengguna layanan; dan

Bobot pengukuran diberikan 60% untuk
komponen pengungkit dan 40% untuk
Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam
komponen pengungkit adalah sebagai
berikut : unsur yang diukur sebagai berikut
dalam komponen hasil adalah metode
pengukuran / penilaian adalah dengan self
assessment (penilaian mandiri) yang
dievaluasi melalui wawancara, observasi
langsung, pengumpulan bukti-bukti
pendukung, survey internal dan eksternal.




INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN RUMUS SATUAN KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 S 6 7
5. Tingkat Maturitas Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atau Level Sekretariat Laporan
SPIP tingkat kematangan penyelenggaraan sistem Daerah Tahunan
pengendalian intern pemerintah dalam
mencapai tujuan pengendalian intern sesuai PP
Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah
6. Indkes Kepuasan KM = ToretdariNitat Persepsiper UNWT o \ijqi Penimbang Nilai Sekretariat Laporan
Total Unsur yang terisi
Masyarakat (IKM) Dimana : Daerah Tahunan
Bobot Nilai rat ta tertimb _ Jumlah Bobot 1
obo tlat rata — rata tertimbang = ]umlah Unsur = 12
=0,071
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM
yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas
dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus
sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25
Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja
Persepsi IKM Kontroversi Pelayanan Unit
IKM Pelayanan
1 1,00 - 1,75 25-43,75 D Tidak
Baik
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 (¢} Kurang
Baik
3 2,51 -3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 — 4,00 81,26 - 100,00 A Sangat
Baik
7. Nilai SAKIP Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai Sekretariat Laporan
Daerah Tahunan
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2. SEKRETARIAT DPRD

A. Tugas Pokok :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi kesekretariat dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banyuasin, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi Utama :

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan DPRD;

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

el .
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya . Ketersediaan dokumen Ada/Tidak Ada Ada Sekretariat Laporan
ketersediaan rencana kerja tahunan DPRD Tahunan
produk kebijakan (RKT) alat kelengkapan
pemerintah DPRD
. Ketersediaan program Kali Kali Sekretariat Laporan
pengawasan DPRD DPRD Tahunan
. Persentase Pencapaian Jumlah anggota DPRD yang % Sekretariat Laporan
Pelayanan DPRD mengusulkan aspirasi 100% DPRD Tahunan
terhadap aspirasi Jumlah anggota DPRD x °
masyarakat
Meningkatnya . Persentase pelaksanaan Jumlah perda inisiatif dan % Sekretariat Laporan Perda
kesesuaian rancangan propemperda perda pemda x 100% DPRD Tahunan Pemda yang
pembentukan yang disahkan menjadi Jumlah perda inisiatif dan 0 dihasilkan
peraturan peraturan daerah perda pemda yang diusulkan oleh
perundang- Eksekutif

undangan
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3. INSPEKTORAT

A. Tugas Pokok :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

B. Fungsi Utama :

Menyusun program kerja dibidang pengawasan,;
Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan,;
Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan dibidang
pengawasan daerah.

HON=
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan | Jumlah OPD Zona Jumlah OPD yang diusulkan WBK OPD Sekretaris Laporan Sesuai permenpan nomor 52
efektifitas integritas yang dan WBBM penilaian | tahun 2014 tentang pedoman
kegiatan diusulkan WBK dan zona pembangunan zona integritas
pengendalian WBBM integrita menuju wilayah bebas dari
s korupsi dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani
dilingkungan instansi
pemerintah
Persentase hasil Jml OPD yang dievaluasi SAKIP dengan nilai : "sangat baik” % Inspektur Laporan Sesuai SK Bupati Banyuasin
evaluasi SAKIP OPD (ymi seluruh OPD yang dievaluast SAKIP) x 100% pembantu komplika No. 138 /KPTS/Irda/2019
dengan nilai “Sangat wilayah si hasil tentang pedoman evaluasi atas
Baik” evaluasi implementasi sistem
akuntabilitas kinerja organisasi
perangkat daerah
Level maturitas SPIP (Realisasi)/(Rencana) x 100% % Sekretaris Laporan Sesuai pasal 11 dan pasal 59
Self Assesment Assesme | PP No. 60 Tahun 2008 tentang
nt sistem pengendalian intern
pemerintah, tujuan penilaian
untuk menentukan tingkat
maturitas penyelenggara SPIP
pada pemerintah kabupaten
banyuasin memperoleh score 3
melalui questioner maturitas
SPIP
Indeks penilaian (Realisasi)/(Rencana) x 100% % Sekretaris Laporan Sesuai pasal 11 dan pasal 59
mandiri reformasi Assesme | PP No. 60 Tahun 2008 tentang
birokrasi (PMPRB) nt sistem pengendalian intern

pemerintah, tujuan penilaian
untuk menentukan tingkat
maturitas penyelenggara SPIP
pada pemerintah kabupaten
banyuasin memperoleh score 3
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
melalui questioner maturitas
SPIP
Meningkatnya | Persentase perangkat (>OPD bebas temuan) / (JOPD) x % Inspektur LHK BPK Hasil pemeriksaan BPK RI
efektifitas daerah yang bebas 100% Pembantu perwakilan sumatera selatan
pemantauan temuan asset dan Wilayah maupun APIP lainnya
hasil keuangan
pengawasan
Persentase tindak (> dokumen tindaklanjut perbaikan) / % Inspektur Laporan Temuan pemeriksaan
lanjut rekomendasi (>rekomendasi) x 100% Pembantu Tahunan harus/wajib ditindaklanjut
hasil pemeriksaan Wilayah

internal dan eksternal
yang telah ditindak
lanjuti
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4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Tugas Pokok :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
2. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
3

Pelaksana dan Pembina Terhadap Tugas-Tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan,;

4. Pelaksanaan Tugas Lain dari Kepala Daerah Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

B. Fungsi Utama :

1. Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan;
2. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
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INDIKATOR SUMBER
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB DATA KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 S 6 7
Peningkatan Perencanaan Penjabaran Jumlah Program RPJMD yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Pembangunan Daerah Yang | Konsistensi diakomodir dalam RKPD / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Inovatif Dengan Penelitian Program RPJMD Program dalam RPJMD x 100%
dan Pengembangan kedalam RKPD
Jumlah Program Renstra yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
diakomodir dalam RENJA / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Program dalam RENSTRA x 100%
Jumlah Program RKPD yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
diakomodir dalam RENJA / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Program dalam RKPD x 100%
Jumlah Program RKPD yang % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
diakomodir dalam APBD / Jumlah Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Program dalam RKPD x 100%
Realisasi Capaian Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Fisik Program Capaian Program / Persentase Rata- Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Rata Target Capaian Program x
100%
Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Capaian Program Bidang PMM / Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Persentase Rata-Rata Target
Capaian Program Bidang PMM x
100%
Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Capaian Program Bidang SDA / Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan

Persentase Rata-Rata Target
Capaian Program Bidang SDA x
100%
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INDIKATOR

SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB S%IX,]?ER KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Rata-Rata Realisasi % Bid.Analisis, Bid. PMM, Laporan
Capaian Program Bidang IPW / Bid.Eko SDA dan IPW Tahunan
Persentase Rata-Rata Target
Capaian Program Bidang IPW x
100%
Persentase Jumlah Data dan Informasi yang % Bid.Analisis Laporan
Pemenuhan Data tersedia dibagi Jumlah data dan Tahunan
Base SIPD informasi yang dibutuhkan dalam
penyusunan dokumen perencanaan
dikali 100%
Termanfaatnya Hasil Persentase Jumlah Hasil Kelitbangan Yang % Bid. Litbang Laporan
Kelitbangan Pemanfaatan Hasil | Dimanfaatkan / Jumlah Hasil Tahunan

Kelitbangan

Kelitbangan x 100%




5.
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

1.

Penyiapan penyusunan peraturan perudang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma,
standar prosedur yang ditetapkan pemerintah;

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan undang-undang;

Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan dalam pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan structural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur perundang-undangan yang
ditetapkan pemerintah;

Penyiapan dan penetapan pensiun PNS sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Penyelenggaraan administrasi PNSD.



19

INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 7 3 4 5 6 7
Terpenuhinya . Persentase pejabat yang jumlah pejabat yang telah % Bidang Laporan Diklat Struktural
kapasitas aparatur telah mengikuti diklat mengikuti diklat PIM 100% Pengembangan Tahunan
yang mempunyai PIM Jumlah pejabat yang X 0 Kompetensi dan
engetahuan, menduduki jabatan enilaian Kinerja
pengetah j Penilaian Kinerj
kemampuan dan Aparatur
kompetensi i
. Persentase struktur Jumlah struktur jabatan yang % Bidang Mutasi Laporan Prediksi Jumlah
jabatan yang terisi pada Tomilah S;Zrkltsér Tabatan 100% dan Promosi Tahunan J abatar'l yang
Meningkatnya . Persentase PNS yang Jumlah usu kenaikan pangkat % Bidang Mutasi Laporan Jumlah Pegawai
sistem managemen telah naik pangkat tepat yang disetujui oleh BKN 10, dan Promosi Tahunan yang Naik Pangkat
pengelolaan waktu Jumlah usul kenaikan pangkat
pegawai i
. Tingkat disiplin aparatur | Jumlah PNS yang tidak mendapat % Kabid Laporan Monitoring dan
daerah huluman disiplin tingkat berat 0o/ Pengadaan, Tahunan Evaluasi Disiplin
Jumlah pegawai negeri sipil Pemberhentian, Pegawai
Informasi dan
Penghargaan
. Persentase pelayanan Jumlah pelayanan sesuai SOP £ 100% % Bagian Laporan Bahan
administrasi Jumlah pelayanan Sekretariat Tahunan Perencanaan
kepegawaian yang Tahunan

dilaksanakan sesuai SOP




6.
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan, aset daerah
sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Utama :

1. Koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah berkaitan dengan
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pengkoordinasian, perumusan, pengendalian dan pembinaan kebijakan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

Pengendalian, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-OPD;

Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Pengendalian sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban kas umum daerah;
Penyimpanan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

Pengelola utang dan piutang daerah serta penagihan piutang daerah.

N

WPNoU R W
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INDIKATOR KINERJA SAT PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS UAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2
Perda APBD Perda APBD Tahun Tanggal penetapan Peraturan Daerah % Bidang Anggaran Lembaran Daerah
ditetapkan n+1 Ditetapkan < 31 tentang APBD dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin
tepat waktu Desember Tahun n tentang Penjabaran APBD; dimana jika
n<31 Desember tahun n-1 maka capaian
kinerja = 100,00%, jika n>31 Desember
tahun n-1 maka capaian kinerja = 0,00%
Akuntabilitas Opini BPK Terhadap LHP BPK RI terhadap LKPD Tahun n-1 % Bidang Surat/LHP BPK
Pelaksanaan LKPD Tahun n-1 Kabupaten Banyuasin; dimana jika Perbendaharaan dan terhadap LKPD n-1

dan Pelaporan
APBD

n=WTP maka capaian kinerja = 100,00%,
jika n#WTP maka capaian kinerja = 0,00%

Kas Daerah; Bidang
Aset; Bidang
Akuntansi dan
Pelaporan

Terwujudnya
Pelayanan
Prima

Tingkat Kepuasan
Publik terhadap
Pelayanan

(jumlah responden yang menyatakan
puas terhadap pelayanan : total
responden) x 100

%

Sekretariat BPKAD

Pengolahan data
survey
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7. BADAN PENDAPATAN DAERAH
A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan fungsi penunjang pendapatan daerah sesuai kewenangan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan pengembangan potensi pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan
terhadap wajib pajak daerah serta monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;

2. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penghimpunan, pengolah data dan penilaian serta penanganan
tunggakan pajak daerah;

3. Pelaksanaan penetapan, penagihan, pengolah data keberatan dan banding pajak daerah;

4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta pengolahan
informasi pajak daerah berbasis system;

5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2
Meningkatnya Rasio PAD terhadap (realisasi PAD tahun : realisasi % Seluruh Bidang Laporan
kemandirian Pendapatan Daerah pendapatan daerah tahun n) x BAPENDA Tahunan
keuangan daerah 100 pendapatan
daerah
Terwujudnya Tingkat Kepuasan Publik | (jumlah responden yang % Sekretariat Pengolahan
Pelayanan Prima | terhadap Pelayanan menyatakan puas terhadap BAPENDA data survey
pelayanan : total responden) x
100
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan kegiatan secretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
penanganan konflik, organisasi politik dan kemasyarakatan, Lembaga perwakilan dan partisipasi politik;

3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas organisasi
politik dan kemasyarakatan, Lembaga perwakilan dan partisipasi politik serta pengembangan budaya politik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;

4. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, Lembaga perwakilan, partisipasi politik serta
pengembangan budaya politik;

S. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR SUMBER
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN PENANGGUNG JAWAB DATA KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6 7

Menurunnya resiko | Persentase rasio Jumlah desa tangguh yang % Kepala Badan Pencegahan dan
bencana desa Tangguh dibentuk x 100% Kesiapsiagaan

bencana Jumlah seluruh desa rawan

bencana

Meningkatnya Realisasi waktu Jumlah seluruh kejadian % Kepala Bidang Kedaruratan dan
responsifitas dalam | tanggap (response bencana yang ditangani sesuai Logistik
penanggulangan time rate) daerah waktu tanggap 0
bencana dan layanan wilayah Jumlah seluruh kejadian x 100%
kebakaran manajemen bencana

kebakaran (WMK)
Meningkatnya Persentase Jumlah seluruh korban bencana % Kepala Bidang Rehabilitasi dan
kualitas hidup pemulihan yang dipulihkan 100% Rekonstruksi
masyarakat rehabilitasi dan Jumlah seluruh korban x 0
didaerah pasca rekontruksi bencana
bencana masyarakat

terdampak

bencana
Terpeliharanya Jumlah fasilitasi Jumlah seluruh kegiatan fasilitasi Kali Kepala Bidang Ketahanan

kerukunan antar
umat beragama,

aspirasi kelompok
agama dan tokoh

terhadap seluruh mitra pemerintah

Ekonomi, Seni Budaya Agama dan
Kemasyarakatan Nasional dan

suku dan kelompok | masyarakat Kepala Bidang Politik, Bina
masyarakat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya Persentase Jumlah penduduk yang % Kepala Bidang Politik, Bina
demokrasi yang partisipasi menggunakan hak pilih 100% Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
sehat dan masyarakat dalam Jumlah penduduk yang X 0

partisipasi politik pemilu/kada memenuhi syarat hak pilih

masyarakat
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9. DINAS PENDIDIKAN

A. Tugas Pokok :

1.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada Bupati.

B. Fungsi Utama :

1.

2.

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
nonformal, serta pengelolaan kebudayaan;

Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan nonformal, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal, serta pengelolaan kebudayaan;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Banyuasin;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas sekolah, jenjang pendidikan Bidang PAUD dan | Perjanian Kinerja
Pendidikan Anak yang sedang dijalani, kelas PNF Disdikbud
Usia Dini dan Non yang diduduki dan pendidikan
Formal yang ditamatkan.
Harapan Lama Sekolah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Bidang PAUD dan | Perjanian Kinerja
PNF Disdikbud
Persentase Anak Usia Dini Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
/ Angka Partisipasi Kasar siswa TK dan PAUD dengan Bidang PAUD dan | Perjanian Kinerja
(APK) PAUD jumlah penduduk usia 4-6 PNF Disdikbud
tahun
Meningkatnya Angka Pastisipasi Kasar Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas (APK) SD/MI/Paket A siswa SD, MI, dan Paket A Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
Pendidikan dasar dengan jumlah penduduk usia Disdikbud
Sembilan Tahun 7-12 tahun
Angka Pastisipasi Murni Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
(APM) SD/MI/Paket A siswa SD, MI, dan Paket A Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
yang berusia 7-12 tahun Disdikbud
dengan jumlah penduduk usia
7-12 tahun
Angka Kelulusan (AL) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SD/MI/Sederajat lulusan SD/MI dengan jumlah Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
siswa SD/MI kelas tertinggi Disdikbud
tahun sebelumnya
Persentase SD/MI Minimal | Perbandungan Jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Berakreditasi B sekolah SD/MI Sederajat Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
Berakreditasi A dan B dibagi Disdikbud
Jumlah Seluruh Sekolah
SD/MI Sederaja x 100
Angka DO SD/MI Sederajat | Jumlah Perbandingan Persentase Kepala Bidang Renstra dan

Capaian Kinerja APS SD/MI
se-Kabupaten dan Kota

Pendidikan Dasar

Perjanian Kinerja
Disdikbud
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
dengan Jumlah Seluruh APS
SD/MI se-Kabupaten dan
Kotax100
Angka Melanjutkan (AM) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
dari SD/MI/Sederajat ke siswa kelas pertama di Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
SMP/MTs/Sederajat SMP/MTs dengan jumlah Disdikbud
lulusan SD/MI tahun
sebelumnya
Rasio Ketersediaan Sekolah | Jumlah sekolah (SD/MI Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Per Penduduk Usia Sekolah | +SMP/MTs)Jumlah penduduk Pendidikan Dasar | Perjanian Kinerja
SD/MI/Sederajat usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d Disdikbud
15) thnx10.000
Meningkatnya Angka Pastisipasi Kasar Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas (APK) SMP/MTs/Sederajat siswa SMP, MTs, dan Paket B Pendidikan Perjanian Kinerja
Pendidikan dengan jumlah penduduk usia Menengah Disdikbud
Menengah 13-15 tahun
Angka Pastisipasi Murni Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
(APM) SMP/MTs/Sederajat | siswa SMP, MTs, dan Paket B Pendidikan Perjanian Kinerja
yang berusia 13-15 tahun Menengah Disdikbud
dengan jumlah penduduk usia
13-15 tahun
Angka Kelulusan (AL) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SMP/MTs/Sederajat lulusan SD/MI dengan jumlah Pendidikan Perjanian Kinerja
siswa SD/MI kelas tertinggi Menengah Disdikbud
tahun sebelumnya
Persentase Perbandungan Jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SMP/MTs/Sederajat sekolah SMP/MTs Sederajat Pendidikan Perjanian Kinerja
Minimal Berakreditasi B Berakreditasi A dan B dibagi Menengah Disdikbud
Jumlah Seluruh Sekolah
SMP/MTs Sederajat x 100
Angka DO Jumlah Perbandingan Persentase Kepala Bidang Renstra dan
SMP/MTs/Sederajat Capaian Kinerja APS Pendidikan Perjanian Kinerja
SMP/MTs se-Kabupaten dan Menengah Disdikbud

Kota dengan Jumlah Seluruh
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
APS SMP/MTs se-Kabupaten
dan Kotax100
Angka Melanjutkan (AM) Perbandingan antara jumlah Persentase Kepala Bidang Renstra dan
dari SMP/MTs/Sederajat ke | siswa kelas pertama di Pendidikan Perjanian Kinerja
SMA/MA/Sederajat SMP/MTs dengan jumlah Menengah Disdikbud
lulusan SD/MI tahun
sebelumnya
Rasio Ketersediaan Sekolah | Jumlah sekolah (SMA/MA/ Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Per Penduduk Usia Sekolah | SMK) dibagi Jumlah Pendidikan Perjanian Kinerja
SMP/MTs/Sederajat penduduk usia (16 s.d 19)thn Menengah Disdikbud
x10.000
Meningkatnya Persentase Guru TK, SD Perbandingan Junlah Guru Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kualitas Mutu dan SMP yang Bersertifikat | Baik ASN dan Honorer dengan Sekretariat Perjanian Kinerja
Pendidik dan Pendidik Jumlah Guru Bersetifikat Disdikbud
Tenaga Pendidik Pendidik dikali 100%
Meningkatnya Ketersediaan Standar Persentase capaian SPM Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Pelayanan Standar | Pelayanan Pendidikan Pendidikan Dasar Sekretariat Perjanian Kinerja
Pendidikan Disdikbud
Terkelolanya Persentase Benda, Situsdan | jumlah kerjasama yang Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Kekayaan Budaya | Kawasan cagar Budaya dilakukan : jumlah rencana Kebudayaan Perjanian Kinerja
dengan Baik yang dilestarikan kerjasama pengelolaan Disdikbud
kekayaan budaya x 100
Persentase Prestasi Bidang | Jumlah pelestarian kekayaan Persentase Kepala Bidang Renstra dan
Seni dan Budaya sei dan budaya : jumlah Kebudayaan Perjanian Kinerja
pelestarian yang harus di Disdikbud
lakukan x 100
Penyelenggaraan Festival Jumlah penyelenggara yang Jumlah Kepala Bidang Renstra dan

Seni dan Budaya Daerah

harus dilakukan pertahun

Kebudayaan

Perjanian Kinerja
Disdikbud
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10. DINAS KESEHATAN

A.

Tugas Pokok :

1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan mengacu kepada urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarakan azas
otonomi dan disesuaikan dengan kebutuhan program serta pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan kegiatan sekretariat, yaitu penyusunan program dan anggaran, umum, perlengkapan, kepegawaian

dan keuangan;

Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;

Pemberian pelayanan umum dibidang kesehatan;

Pelaksaan pembinaan dibidang kesehatan;

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan meliputi rencana pemberdayaan sumber daya

manusia kesehatan dan penyelenggaraan Pendidikan pelatihan, dan penyelenggaraan registrasi dan akreditasi

perizinan, akreditasi tenaga medis, paramedik, tenaga non medis/tradisional terlatih, data dan informasi

kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;

6. Penyelenggaraan jaminan kesehatan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan, pelayanan kefarmasian yang
meliputi obat, makanan, minuman, kosmetik dan narkotika,;

7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

kL
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN RUMUS SATUAN KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase persalinan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga % Dinas Kesehatan Laporan
status kesehatan | difasilitas kesehatan oleh kesehatan di S‘Jvt;‘k‘:':?eyr at}el::u” a pada kurun Bulanan
masyarakat tenaga kesehatan yang Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu x100%
kompoten wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Persentase stunting pada Jumlah balita stunting . o0 % Dinas Kesehatan Laporan
Balita Jumlah balita Bulanan
Persentase rumah tangga ber Jumlah rumah tangga sehat . % Dinas Kesehatan Laporan
PHBS Jumlah rumah tangga total Bulanan
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat Jumlah keluarga sehat £ 100% % Dinas Kesehatan Laporan
akses dan mutu Jumlah keluarga (rumah tangga) Bulanan
pelayanan
kesehatan yang Akreditasi Jumlah puskemas atau rumah sakit yang % Dinas Kesehatan Laporan
berkualitas Puskesmas/Rumah Sakit Tamlah o ;ﬁgfnkgsegggflmma ok ¥ 100% Tahunan
Universal coverage jaminan JumlahpesertaJKN o0 % Dinas Kesehatan Laporan
kesehatan Jumlah seluruh penduduk Bulanan
Meningkatnya Case detection rate Jumlah kasus TB yang ditemukan . o % Dinas Kesehatan Laporan
pencegahan dan | TBC/CDR TBC Jumlah estimasi penderita TB Bulanan
pengendalian _ _
penyakit menular | Imunisasi Dasar Lengkap Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi % Dinas Kesehatan Laporan
. dasar lengkap dalam waktu 1 tahun
dan tidak (IDL) 4 x 100% Bulanan
Jumlah seluruh bayi selama kurun
menular waktu 1 tahun
Persentase Posbindu PTM Jumlah Posbindu yang melaksanakan pelayanan % Dinas Kesehatan Laporan
Aktif kesehatan sesuai standar x 100% Bul
Jumlah seluruh Posbindu yang ada di wilayah ulanan
kabupaten dalam kurun waktu tertentu
Meningkatnya Persentase ketersediaan obat Jumlah obat dan vaksin yang tersedia . /. % Dinas Kesehatan Laporan
ketersediaan dan vaksin di Puskesmas Kebutuhan Bulanan
obat, alat _ __
kesehatan dan Persentase Puskesmas yang Jumlah P;‘Skefmas yangk m”Zmal memiliki % Dinas Kesehatan Laporan
sumber daya minimal memiliki 5 jenis Jenis tenaga kesenatan x100% Tahunan

kesehatan

tenaga kesehatan

Jumlah seluruh puskesmas
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RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. Tugas Pokok :
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1. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara Paripurna.

B. Fungsi Utama :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan

kebutuhan medis;

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam

pemberian pelayanan kesehatan;

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 S 6 7

Meningkatnya Kepuasan

Pelanggan

Indeks Kepuasan Pelanggan

Hasil survey yang telah dikonversi ke
dalam persentase dihitung menggunakan
interval indeks kepuasan masyarakat

%

RSUD Bidang
Pelayanan

Survey Periodik
Per Semester

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kesehatan

RSUD Banyuasin

BOR > 65%

Hari perawatan rumah sakit/(jumlah
tempat tidur x jumlah hari dalam satu
periode) x 100%

%

RSUD Bidang
Pelayanan dan
Bidang
Keperawatan

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

Meningkatnya

Pendapatan dan Kinerja
Keuangan Rumah Sakit

Kenaikan Pertumbuhan
Pendapatan 10% per tahun

(Pendapatan tahun n) — (pendapatan
tahun n-1)/(pendapatan n-1) x 100%

%

RSUD Bidang
Pelayanan dan
Bidang Tata
Usaha

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan
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12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
A. Tugas Pokok :

1. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

B. Fungsi Utama :

1. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | 1. Persentase jumlah | 1. Jumlah jembatan dalam % Bidang Data Jembatan yang ada
aksesibilitas, jembatan kondisi baik / jumlah Pembangunan Jalan inventarisasi dapat dilalui oleh
kapasitas dan Kabupaten dalam jembatan yang ada x 100% dan Jembatan jembatan kendaraan
kualitas jalan kondisi baik tahunan

dan jembatan

kabupaten 2. Persentase 2. Panjang jalan kabupaten %

panjang jalan dalam kondisi baik / panjang

kabupaten dalam seluruh jalan kabupaten x

kondisi baik 100%
Meningkatnya | Persentase lahan Lahan Pertanian mendapatkan % Bidang Dinas Pertanian Lahan Pertanian
Pengelolaan pertanian irigasi teknis/ Jumlah Total Pembangunan yang mendapatkan

Sumber Daya
Air

mendapatkan irigasi
teknis

Lahan x 100 %

Sumber Daya Air

irigasi teknis

Meningkatnya
kualitas
pemanfaatan
ruang &
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Persentase
Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
terhadap RTRW
Kabupaten

Luas wilayah pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan RTRW
Kabupaten / Luas Total wilayah
pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan RTRW Kabupaten x 100%

%

Bidang Tata Ruang

Peta RTRW

Informasi mengenai
RTRW kabupaten
beserta rencana
rincinya
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13. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

A. Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan wurusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahanberdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi Utama :

Eal

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan,;

Penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;

Pemberian dan pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan;

Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya,;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 S 4 ) 6 7
Meningkatkan tata kelola Persentase pemenuhan ) % DISPERKIMTAN
. : .. . Jumlah Kegiatan yang terlaksana
pemerintahan yang baik layanan administrasi . » x100%
melalui peningka tan perkantoran Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan
kualitas birokrasi dan SDM
yang responsive dalam Persentase ketersediaan % DISPERKIMTAN
. Jumlah Sarana Prasarana yang ada
memberikan pelayanan sarana dan prasarana x100%
prima bagi masyaraka t aparatur Jumlah Sarana Prasarana yang harus ada
Persentase tingkat disiplin Jumlah PNS yang disiplin 100% % DISPERKIMTAN
aparatur daerah Jumlah PNS g ’
Meningkatkan Ketersediaan | Jumlah lampu jalan Jumlah lampu jalan terpasang di sepanjang jalan 1009 Unit DISPERKIMTAN
sarana dan prasarana serta | terpasang (unit) Jumlah tiang yang ada x
utilitas yang berkualitas _ -
dan berkelanjutan Luas RTH Publik 20% dari Luasan.RTH Publik yang.tersedla di Ha DISPERKIMTAN
L Wilavah Perkotaan akhir tahun Pencapaian SPM % 100%
uas Y luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia 0
(Ha) di wilayah kota/kawasan perkotaan
Prosestase Penduduk Jumlah Penduduk yang terlayani akses % DISPERKIMTAN
. . o alr minum yang aman
Berakses Air Minum (%) Proyeksi Jumlahpenduduk Kabupaten
Meningkatkan kualitas Prosentase Luas Lahan Jumlah SPHAT Terealisasi dalam 1 tahun. ., . Lembar | DISPERKIMTAN
Pengelolaan dan Bersertifiat (Lembar) Jumlah SPHAT yang ada
pemanfaatan Pertanahan ' ‘
yang berkeadilan Penyelesaian Kasus Tanah | Jumahkasus Pertanahan yang diselesaikan oo Kasus | DISPERKIMTAN
Negara (Kasus) jumlah kasus
Meningkatkan layanan Cakupan Rumah Layak Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu Unit DISPERKIMTAN
Perumahan dan mendorong | Huni (Unit) wilayah kerja pada kurun waktu tertentu  ; o,

masyarakat untuk mampu
memenuhi kebutuhan
perumahan yang layak
huni

jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 S 4 ) 6 7

Meningkatkan cakupan Prosentase Saluran Panjang drainase disepanjang jalan 4 0, M DISPERKIMTAN
pelayanan infrastruktur Drainase/Gorong-gorong panjang seluruh jalan
permukiman dan kualitas dalam kondisi baik (m)
lingkungan permukiman Persentase Rumah Tangga Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi v 1 0, % DISPERKIMTAN
secara berkelanjutan bersanitasi (%) jumlah rumah tinggal

Proporsi panjang jalan Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik M DISPERKIMTAN

dalam kondisi baik (m) jumlah Jalan yang ada

Proporsi jembatan Jumlah panjang Jembatan dalam kondisi baik x Unit DISPERKIMTAN

lingkungan dalam kondisi jumlah jembatan yang ada

baik (unit)
Melaksanakan bantuan Persentase Tersedianya Permohonan IUJK yang diterbitkan paling lan % DISPERKIMTAN

teknis, bimbingan,
pengelolaan,
penyelenggaraan bangunan
dan gedung serta
mendorong peran serta
masyarakat dan usaha jasa
konstruksi untuk
pembangunan yang
berkelanjutan

Layananlzin Usaha Jasa
Kontruksi (IUJK) Dengan
Waktu Penerbitan Paling
Lama 10 (Sepuluh) Hari
Kerja Setelah Persyaratan
Lengkap (%)

10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Jumlah seluruh permohonan IUJK yang
persyaratanya dinyatakan lengkap
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14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan tugas urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta urusan kebakaran sesuai kewenangan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

XNONR W=

o v

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup;

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup; serta

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian RI, penyidik Pegawai Negeri
Sipil dan Aparatur lainnya;

Pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase tingkat Gangguan keamanan dan ketertiban % Bidang - Laporan
keamanan dan penyelesaian K3 yang terselesaikan x 100% Ketertiban dan hasil tim
ketentraman di (ketertiban, Jumlah g angguan ke‘?mana" dan Ketentraman Sat Patroli
masyarakat keamanan dan ketertiban yang dilaporkan Pol PP Damkar lingkungan;
keindahan) dan
Penyelamatan | -~ Laporan
Persentase angka Data Kepolisian dan BPS % Bidang Data dari
kriminalitas Ketertiban Umum Kepolisian
dan Ketentraman dan BPS
Sat Pol PP
Damkar
Penurunan Persentase Jumlah penyelesaian penegakan % Bidang Data Bidang
pelanggaran Perda penurunan Perda x100% Penegakan Penegakan
pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda Peraturan Daerah Perda
Cakupan rasio Terpenuhinya Jumlah petugas Linmas di Rasio Bidang Data Bidang
perlindungan cakupan anggota Kabupaten x 100% Pembinaan Sat Linmas
masyarakat Linmas di Kabupaten Wilayah Kabupaten Banyuasin Satuan
Perlindungan
Masyarakat
Meningkatnya Persentase tingkat Jumlah kasus kebakaran yg tertagani % Bidang Pemadam | Data Bidang
tingkat waktu waktu tanggap l (;llaliam leklgukls meg{fj ; x100% Kebakaran dan Pemadam
tanggap layanan wilayah Jumlah kasus kebakaran didalam Penyelamatan Kebakaran

(responetime rate)
daerah layanan
wilayah manajemen
kebakaran (WMK)

manajemen
kebakaran

WMK
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15. DINAS SOSIAL

A.

Tugas Pokok :

1.

Melakukan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang sosial berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Utama :

1.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan;

Perencanaan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program
kerja;

Pengelolaan data dan pelaksanaan pembinaan pembangunan sosial;

Pemberian  dukungan  kelancaran  pelaksanaan  pembangunan bidang sosial, yang meliputi:
menanggulangi/menangani masalah sosial lainnya yang timbul dan berkembang dilingkungan masyarakat dan
membina, mengembangkan potensi sumber sosial;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang diberikan bantuan . oo . Kepala Bidang Laporan
K ‘ah leh b Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan 0 lind 1
esejahteraan memperoleh bantuan Perlindungan Bulanan,
Komunitas Adat sosial dan Jaminan Triwulan dan
Terpencil (KAT) Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang tertangani x 100% Sosial Tahunan
dan Penyandang tertangani Jumlah PMKS yang ada . Kepala Bidang
Masalah Persentase PMKS skala Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial Pemberdayaan
: dalam 1 (satu) tahun o :
KCS.C_] ahteraan yang memperOICh Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang x 100% %o Sosial .
Sosial (PMKS) bantuan sosial untuk seharusnya memperoleh bantuan sosial . Kepala Bldal’lg
pemenuhan keutuhan Rehabilitasi
dasar Sosial
. Kepala Bidang
Penanganan
Fakir Miskin
Meningkatnya Persentase penyandang | /umlahpenyandang cacat fisik dan mental, serta % Kepala Bidang Laporan
. . lansia tidak potensial yang telah menerima '
penanganan cacat fisik dan mental jaminan sosial selama satu tahun . Pelayanan dan Bulanan,
terhadap serta lanjut usia tidak Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta * 007" Rehabilitasi Triwulan dan
penyandang potensial yang telah lansia tidak potensial yang seharusnya menerima Sosial Tahunan
. . A jaminan sosial selama satu tahun
masalah menerima jaminan Penyandang
kesejahteraan, sosial Cacat
sosial, disabilitas, . Kepala Bidang
lanjut usia, Pemberdayaan
gelandangan dan Sosial
pengimis
Meningkatnya Persentase panti sosial Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang % . Kepala Bidang Laporan
. menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos 100%
sarana dan yang menyediakan Jumlah panti sosial dalam 1 (satw) tahun yang  ~ 100% Pelayanan dan Bulanan,
prasarana panti sarana dan prasarana seharusnya menyediakan sarana prasarana Rehabilitasi Triwulan dan
sosial yang pelayanan kesehatan pelayanan kesos Sosial Tahunan
memadai untuk sosial Penyandang
mendukung Cacat
pembangunan . Kepala Bidang
kesos Pemberdayaan

Sosial
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SASARAN INDIKATOR KINERJA RUMUS SATUAN PENANGGUNG SUMBER KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 ) 6 7
Meningkatnya Persentase panti sosial _ Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang % 1. Kepala Bidang Laporan
k iah . menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat 1 1
€s€ja teraan yang menerima melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis 100% Pe ayanan Bu anan,
PMKS untuk program pemberdayaan | Jumlah PMKS dalam 1 (satw) tahun yang seharusnya = Sosial Triwulan dan
memenuhi sosial melalui menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat 2. Kepala Bidang Tahunan
melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
kebutuhan dasar Kelompok Usaha Penanganan
Bersama (KUBE) atau Fakir Miskin
kelompok sosial
ekonomi sejenis
lainnya
Meningkatnya Persentase wahana Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang % 1. Kepala Bidang Laporan
.. i PSKS k ‘ah ial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos 100% Pel Bul
partlSIPaSI €seja . teraan sosia Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnyax ° € gyanan . ulanan,
dalam program berbasis masyarakat menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos Sosial Triwulan dan
kesejahteraan (WKBSM) yang skala 2. Kepala Bidang Tahunan
sosial menyediakan sarana Penanganan
dan prasarana Fakir Miskin
pelayanan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya Persentase korban Jumlah korban bencana yang menerima bantuan % Kepala Bidang Laporan
. sosial selama masa tanggap darurat dalam .
perhndungan bencar}a yang 1 (satu) tahun < 100% Perhndungan (;1an Bulanan,
sosial bagi korban | menerima bantuan Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima ’ Jaminan Sosial Triwulan dan
: bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam
bencana alam dan | sosial selama masa 1 (sat) tahu Tahunan
. n
bencana sosial tanggap darurat
Persentase korban ]ymlah ko.rban bencana dalam 1 (satu) tahun yang
levakuast dengan menggunarkan sarana prasarana
b dievakuasi d k
éncana yang tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun x 100%
} 0

dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat

Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi
dengan menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun
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DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan urusan pemerintah sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembatuan
yang diberikan kepada Bupati.

Fungsi Utama :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

4. Pelaksaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

S. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga
berencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan

kader keluarga berencana;

Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan

pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

10. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

11. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

0O o N



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
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Penyiapan perumusan kebijkan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat
daerah kota;

Penyiapan forum koordinasi pelaksanaan perlundungan perempuan perlindungan hak anak, dan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga,;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak
anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonom, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

Penguatan dan pengembangan pelembagaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan
pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan pengarusutamaan gender
dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Cakupan penyediaan Data Jumlah Data mikro yang tersedia / % Bid Dalduk Lap
Pelaksanaan Informasi Mikro di setiap Jumlah Desa Kelurahan Tahunan
Pembangunan desa/kelurahan
Kependudukan dan | Angka pemakaian Jumlah peserta KB aktif / Jumlah % Bid KB Lap
Keluarga Berencana | kontrasepsi/CPR bagi perempuan | pasangan usia subur x 100% Tahunan
menikah usia 15 - 49
Cakupan PUS yang ingin ber-KB Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi % Bid KB Lap
tidak terpenuhi (unmet need) tidak terlayani / Jumlah pasangan Tahunan
usia subur x 100%
Persentase Penggunaan Jumlah akseptor KB yang % Bid KB Lap
Kontrasepsi Jangka Panjang menggunakan MKJP / Jumlah Tahunan
(MKJP) cara modern akseptor KB x 100%
Persentase Kampung KB tingkat Jumlah Kampung KB yang sudah % Bid. K3 Lap
kelurahan yang aktif dibentukdi desa / jumlah desa x Tahunan
100%
Cakupan Pasangan Usia Subur Jumlah pasangan usia subur dengan % Bid K3 Lap
(PUS) yang istrinya dibawah 20 istri di umur kurang 20 th / Jumlah Tahunan
tahun pasangan usia subur x 100 %
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKB yang % Biid K3 Lap
Keluarga Balita (BKB) ber-KB/ Jumlah anggota kelompok Tahunan
ber-KB BKB x 100 %
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKR yang Bid K3 Lap
Keluarga Remaja (BKR) ber-KB/ Jumlah anggota kelompok Tahunan
ber-KB BKR x 100 %
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKL yang % Bid K3 Lap
Keluarga Lansia (BKL) ber-KB / Jumlah anggota kelompok Tahunan

ber-KB

BKL x 100 %




45

PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Pusat Pelayanan Jumlah PPKS / Jumlah kecamatan x % Bid K3 Lap
Keluarga Sejahtera 100 % Tahunan
(PPKS) di setiap
Kecamatan
Cakupan Remaja dalam Jumlah PIK R/M / Jumlah % Bid K3 Lap
Pusat Informasi dan kecamatan x 100 % Tahunan
Konseling
Remaja/Mahasiswa
Menurunnya Cakupan perempuan dan anak Jumlah kasus kekerasan pada anak % Bid. PPPA Lap
Kesenjangan korban kekerasan yang mendapat | yang diselesaikan / Jumlah kasus Tahunan
Pembangunan perlindungan terhadap perempuan dan anak x 100
Antara Perempuan %
dan Laki-laki
Kabupaten Layak Anak Nilai dari kabupaten layak anak nilai Bid. PPPA Lap
Tahunan
Persentase partisipasi perempuan | Pekerja perempuan di lembaga % Bid. PPPA Lap
di lembaga pemerintah pemerintah / Jumlah pekerja Tahunan
perempuan x 100%
Partisipasi angkatan kerja Jumlah partisipasi angkatan kerja % Bid. PPPA Lap
perempuan perempuan / Jumlah angkatan kerja Tahunan
perempuan x 100%
Proporsi Kursi yang di duduki Jumlah perempuan yang menjadi % Bid. PPPA Lap
Perempuan di DPR anggota dpr / jumlah anggota DPR Tahunan
Ratio KDRT Jml Kasus / Jumlah rumah tangga x % Bid. PPPA Lap
100 % Tahunan
Persentase Perangkat daerah yang | jumlah perangkat yang menerapkan % Bid. PPPA Lap
melaksanakan PPRG PPRG / jumlah OPD x 100% Tahunan
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DINAS KETAHANAN PANGAN

A.

Tugas Pokok :

1.

2.

11.

12.
13.

14.

15

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, penanganan
kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan
keamanan pangan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
pengenekaagaman konsumsi dan keamanan pangan;

Pengendalian mutu dan keamanan pangan,;

Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta
penganeragaman konsumsi Pangan;

Pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan di
Kabupaten Banyuasin;

Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pimpinan;
Pengkajian dan perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan;

. Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan dan distribusi/pengeluaran

pangan yang bersifat strategis;

Pengkoordinasian, pengembangan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala
kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan,;

Penyusunan Neraca Bahan Makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan,;
Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganekaragaman konsumsi serta
keamanan pangan

Pembinaan keterpaduan antar sektor/sub sektor dan wilayah dalam usaha pertanian dalam mewujudkan
Ketahanan Pangan;

. Pelaksanaan tugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
16.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
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Fungsi Utama :

1.

2.

10.
11.

12.

13

15.

16

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan perencanaan, yaitu urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian,
keuangan, perencanaan dan pelaporan;

Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, penanganan
kerawanan pangan, pengawasan distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan
dan keamanan pangan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pengenekaragaman konsumi dan keamanan pangan,;
Pengendalian mutu dan keamanan pangan;

Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta
penganeragaman konsumsi Pangan;

Pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan di
Kabupaten Banyuasin;

Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pimpinan;
Pengkajian dan perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan;

Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan dan distribusi/pengeluaran
pangan yang bersifat strategis;

Pengkoordinasian, pengembangan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala
kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan,;

. Penyusunan Neraca Bahan Makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan,;
14.

Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganekaragaman konsumsi serta
keamanan pangan;

Pembinaan keterpaduan antar sektor/sub sektor dan wilayah dalam usaha pertanian dalam mewujudkan
Ketahanan Pangan;

. Pelaksanaan tugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
17.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Terwujudnya ketahanan Skor Pola Pangan SKor PPH = % AKE x Bobot % Kabid Konsumsi dan BPS/Survei
pangan masyarakat Harapan(PPH) Penganekaragaman
Banyuasin Pangan
Jml.pangan olahan yg % Kabid Konsumsi dan KWT,PKK
dikelola/Jml.bahan pangan yang Penganekaragaman
tersedia x 100 % Pangan
Jumlah KWT akrif/Jumlah total KWT % Kabid Konsumsi dan KWT,PKK
x 100 % Penganekaragaman
Pangan
Jml. KK yg mengkonsumsi sesuai % Kabid Konsumsi dan KWT,PKK
B2SA/Jml. KK Kabupaten x 100 % Penganekaragaman
Pangan
Terwujudnya Kegiatan Persentase Peningkatan Ketersediaan % Kabid Ketersediaan Laparan
Percepatan ketersediaan pangan Pangan(Breas) = Ketersediaan pangan dan Kerawanan Pangan NBM/PPH
Penganekaragaman th berjalan/Ketersediaan tahun lalu x
Konsumsi Pangan 100 %
Cadangan pangan yang ada/Target % Kabid Pengawasan dan Laporan
Cadangan Pangan Kabupaten x 100 Cadangan Pangan Tahunan
%
Jumlah Kel.Lumbung aktif/Jumlah % Kabid Ketersediaan Laporan
Kel.Lumbung yang ada x 100 % dan Kerawanan Pangan Tahunan
Jumlah Desa Mandiri % Kabid Ketersediaan Laporan
Pangan/Jumlah Total Desax 100% dan Kerawanan Pangan Tahunan
Terwujudnya Sistem Penurunan Penduduk Jumlah penduduk miskin/Total % Kabid Ketersediaan Laporan
Distribusi Pangan yang rawan pangan jumlah pnduduk Kabupaten x 100 % dan Kerawanan Pangan Tahunan
Efektif dan Efisien
Jumlah dearah rawan/Jumlah % Kabid Ketersediaan Laporan
daaerah berdampak x 100 % dan Kerawanan Pangan Tahunan
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INDIKATOR KINERJA SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Terwujudnya Kelembagaan | Persentase Jumlah desa yang sudah ada leader % Kabid Keamanan Laporan
Pangan yang Efektif Pengembangan keamanan pangan/jumlah desa Pangan Tahunan
jejaring keamanan dalam kelipatan x100 %
pangan daerah .
Jumlah Produk pagan segar yang % Kabid Keamanan Laporan
diuji positip/jumlah produk pangan Pangan Tahunan
segar yang diuji x 100 %
Jumlah Laboratorium yang terbentuk % Kabid Keamanan Laporan
di pasar/jumlah pasar kecamatan x Pangan Tahunan
100 %
Jumlah pelaku usaha/masyarakat % Kabid Keamanan Laporan
yang mendapat sosialisasi/Jumlah Pangan Tahunan
pelaku usaha x 100 %
Jumlah produk pangan segar yang % Kabid Keamanan Laporan
tersertifikasi/target sertifikasi x 100 Pangan Tahunan
%
Jumlah desa yang sudah ada leader % Kabid Keamanan Laporan
keamanan pangan/jumlah desa Pangan Tahunan
dalam kelipatan x 100 %
Terwujudnya Stabilitas Persentase Stabilitas CV1 = Realisasi harga rata rata % Kabid Pengawasan dan Laporan
Harga Pangan di Tingkat Harga dan Pasokan komoditi/Target harga rata rata Cadangan Pangan Tahunan
Konsumen Pangan komoditi x 100 %
Distribusi Pangan Efektif = Harga % Kabid Pengawasan dan Laporan
Pangan Pokok Distribusi TTI/Harga Cadangan Pangan Tahunan

Pangan Pokok Dipasaran x 100 %
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Tugas Pokok :

1.

Membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai
kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Utama :

1.

Pimpinan dan perumusan kebijakan kegiatan kesekretariatan dan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Provinsi serta Pemerintah Pusat;

. Pengkoordinasian dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, serta

evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pemfasilitasi dan pembinaan instansi pemerintah, badan usaha dan masyarakat di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

Pembina dan pengembangan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkup kabupaten pada
semua pemangku kepentingan;

Pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
INDIKATOR KINERJA SATUA
SASARAN (OUTCOME) RUMUS N PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Indeks Kualitas IKLH = (0,3 x IPU) + (0,3 x IPA) + (0,4 x TH) % Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dimana : Pencemaran dan Kerusakan Hidup Kabupaten
Lingkungan (IKLH) IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan, Bidang Tata Banyuasin
Hidup IPU = Indeks Pencemaran Udara Lingkungan, UPTD.
IPA = Indeks Pencemaran Air Laboratorium Lingkungan
TH = Tutupan Lahan
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19. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan administrasi kependudukan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Utama :

O PN ;

11

Penyusunan program dan anggaran;

Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara, urusan aparatur
sipil negara;

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfataan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
12.
13.
14.

Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan | Persentase penerbitan | Jumlah KK yang memiliki Kartu Keluarga 100 % Bidang Pelayanan Database
kualitas Kartu Keluarga (KK) Jumlah Kepala Keluarga Pendaftaran Penduduk Kependudukan
pelayanan
administrasi Persentase penduduk Jumlah KTP ber — NIK yang diterbitkan £ 100 % Bidang Pelayanan Database
kependudukan yang ber KTP Jumlah Penduduk Wajib KTP Pendaftaran Penduduk Kependudukan
Persentase anak yang Jumlah Anak yang memiliki KIA £ 100 % Bidang Pelayanan Database
memiliki Kartu Jumlah Anak yang wajib KIA Pendaftaran Penduduk Kependudukan
Identitas Anak (KIA)
Persentase penerbitan | Jumlah Penduduk Usia 0 — 18 Tahun yang % Bidang Pelayanan Database
akta kelahiran anak memiliki Akta x 100 Pencatatan Sipil Kependudukan
usia 0-18 tahun Jumlah Penduduk Usia 0 — 18
Persentase penerbitan Jumlah Akta yang diterbitkan PP % Bidang Pelayanan Database
Akta Kematian Jumlah Kematian yang terjadi Pencatatan Sipil Kependudukan
Meningkatkan Persentase jumlah Jumlah Kecamatan yang melaksanakan % Bidang Pengelolaan Database
sistem informasi kecamatan dalam SIAK x 100 Informasi Administrasi Kependudukan
administrasi melaksanakan sistem Jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Kependudukan
kependudukan informasi
(SIAK) dan administrasi
inovasi kependudukan online
pelayanan Persentase Kerja Jumlah PKS yang diterbitkan £100 % Bidang Pemanfaatan Database
Sama antar Instansi Jumlah Instansi yang menjadi target PKS Data dan Inovasi Kependudukan

Tingkat nilai survey
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
publik administrasi
kependudukan

Nilai survey IKM terhadap 150 Responden
Layanan

%

Sekretariat

Laporan IKM
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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa.

Fungsi Utama :

1.

2.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan
pelaporan;

Penyediaan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan da peraturan dibidang Pemerintahan
Desa;

Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang
Pemberdayaan Masyarkat Desa/Kelurahan;

Penyusunan rencana program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Ketahanan Masyarakat Desa, Sosial
Budaya Masyarakat, Usaha Ekonomi Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna;
Pelaksanaan Penilaian dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB S%IXEER KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Peran Persentase Keberdayaan Masyarakat | Jumlah LPM Aktif dibagi % Bidang Kelembagaan Renstra
Lembaga Organisasi Pedesaan Jumlah LPM dikali 100% Desa dan Kelurahan
Masyarakat Desa
Persentase Peningkatan Ketahanan | Jumlah PKK Aktif dibagi % Bidang Kelembagaan Renstra
Masyarakat Desa Jumlah PKK dikali 100% Desa dan Kelurahan
Meningkatnya Tata Kelola | Persentase Penataan Administrasi Jumlah Aparatur Yang % Bidang Pemerintahan Renstra
Pemerintahan Desa Pemerintah Desa Dibina dibagi Jumlah Desa
Aparatur dikali 100%
Persentase Fasilitasi dan Pembinaan | Jumlah Laporan Yang % Bidang Keuangan, Aset Renstra
Pengelolaan Keuangan dan Asset/ Tepat Waktu dibagi Jumlah dan Perkembangan
Kekayaan Desa Laporan dikali 100% Desa
Meningkatnya Usaha Persentase Pengembangan Lembaga | Jumlah Lembaga Ekonomi % Bidang Pembangunan Renstra
Lembaga Ekonomi Ekonomi Pedesaan Yang Dibina dibagi Jumlah Kawasan Perdesaan
Perdesaan Lembaga Ekonomi dikali
100%
Persentase Pembangunan Kawasan | Jumlah kawasan yang % Bidang Pembangunan Renstra
Pedesaan dibentuk dibagi jumlah Kawasan Perdesaan
kawasan dalam KPPN dikali
100%
Meningkatnya Persentase Aparatur Pemerintah Jumlah Anggota BPD Yang % Bidang Pemerintahan Renstra
Keperdayaan dan Desa dan BPD Dibina dibagi Jumlah Desa
Penguatan Masyarakat Anggota BPD dikali 100%
Persentase Peningkatan Partisipasi Jumlah Desa Yang % Bidang Kelembagaan Renstra

Masyarakat Dalam Membangun
Desa

Swadaya Masyarakat dan
Gotong Royongnya Aktif
dibagi Jumlah Desa dikali
100%

Desa dan Kelurahan




55

21. DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, meliputi Darat, Sungai, Laut dan
Penyeberangan.

B. Fungsi Utama :

Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan;

Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penerangan Jalan Umum;

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut
dan Penyeberangan;

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

SRSl

N
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya sarana dan | Rasio Prasarana dan | Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ % Dinas Bidang
prasarana transportasi Fasilitas LLAJ siap yang ada : Jumlah Prasarana dan Perhubungan Prasarana
untuk mengurangi pakai Fasilitas LLAJ yang seharusnya ada x
ketertinggalan 100%
ketersediaan infrastruktur
transportasi wilayah Persentase Jumlah Jumlah Dermaga dalam kondisi % Dinas Bidang
dermaga dalam mantap/jumlah dermaga pada tahun n X Perhubungan Prasarana
Kondisi Mantap 100%
Meningkatnya persentase Jumlah pemasangan rambu-rambu pada % Dinas Bidang
keselamatan dan Pemasangan Tahun n : Perhubungan Prasarana
keamanan transportasi Rambu-rambu
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya
tersedia X 100%
Jumlah uji KIR Jumlah Uji kir angkutan umum Unit Dinas UPT Angkutan
angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan Perhubungan Darat Satker
umum yang diimpor, baik yang dibuat PKB
dan/ atau dirakit didalam negeri yang
akan dioperasikan di jalan agar
memenuhipersyaratan teknis dan laik
jalan
Jumlah lampu jalan | Jumlah lampu terpasang di sepanjang Unit Dinas Bidang
yang terpasang umum Perhubungan Penerangan
jalan umum
Persentase layanan | Jumlah angkutan darat : Jumlah % Dinas Bidang LLAJ
Meningkatnya pelayanan angkutan darat penumpang angkutan darat x 100% Perhubungan
regulasi bid.ang jumlah arus Jumlah arus penumpang angkutan % Dinas Bidang LLAJ
transportasi penumpang umum yang masuk/ keluar daerah Perhubungan dan ASDP

angkutan umum

selama 1 (satu) tahun.
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang
tekhnologi.

B. Fungsi Utama :

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma,
standar dan Prosedur yang ditetapkan pemerintah;

2. Perencanaan dan pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan penyiaran;

3. Penyiapan kebijakan tekhnis pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan
penyiaran;

4. Penyiapan dan pelaksanaan dan Pengawasan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan
penyiaran dengan norma dan Standar, Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang — undangan;

INDIKATOR
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6 7

(Bangkit Infrastruktur) Cakupan Luas Wilayah yang % Dinas Komunikasi dan | Laporan Tahunan

Meningkatnya infrastruktur yang Layanan tercover di bagi dengan Informatika

baik, merata dan berwawasan Telekomunikasi luas wilayah di kali 100

lingkungan dan naiknya status persen

Desa
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DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A.

Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan.

Fungsi Utama :

HON=

O XN U

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan,;
Penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;

Penyediaan areal, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi, pembuatan dan pemeliharaan bangunan dan sarana
serta penataan lingkungan permukiman;

Penyuluhan, pendaftaran dan seleksi, penempatan dan pembekalan transmigrasi;

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
Pembinaan keterpaduan antar sektor/sub sektor dan wilayah dalam usaha ketengakerjaan dan transmigrasi;
Pelaksanaan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

(UPT BLK dan UPTD Binaan)

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Bangkit Tenaga Kerja Lokal Tingkat Pengangguran Perbandingan Jumlah Pengangguran % Lap. Bidang
(Menigkatnya Kesempatan Terbuka dengan Jumlah Angkatan Kerja x 100
Berusaha dan Kesempatan %
Kerja)
Rasio Penduduk yang Perbandingan Jumlah Penduduk % Lap. Bidang
bekerja Bekerja dengan Jumlah Angkatan
Kerja x 100 %
Meningkatkan Ketrampilan Jumlah Tenaga Kerja Perbandingan Tenaga Kerja % Lap. Bidang
Tenaga Kerja Pengangguran Pengangguran Terampil Pengangguran yang telah bekerja
dan Memperbaiki Iklim . yang telah bekerja dengan Tenaga kerja pengangguran
Ketenagakerjaan yang Baik yang dilatih x 100%
Jumlah Pencari Kerja Perbandingan jumlah pekerja yang % Lap. Bidang
yang telah ditempatkan | ditempatkan dengan jumlah pekerja
yang mendaftar AK.1 x 100%
Jumlah Kasus yang Perbandingan jumlah kasus PHI dan % Lap. Bidang
diselesaikan dengan PHK yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB) | Jumlah kasus yang dicatat /
dilaporkan x 100%
Jumlah Pekerja / Buruh | Perbandingan jumlah Pekerja % Lap. Bidang
yang Menjadi Peserta Jamsostek aktif dengan jumlah
Program Jaminan Sosial | pekerja / buruh yang terdaftar di
Tenaga Kerja Perusahaan x 100%
Terselenggaranya Percepatan Jumlah Unit Jumlah Unit Permukiman UPT Lap. Bidang
Infrastruktur Wilayah dan Permukiman Transmigrasi (UPT) yang dibina
Kawasan Transmigrasi Transmigrasi (UPT)
Jumlah Transmigran Jumlah Transmigran (KK) yang baru KK Lap. Bidang

yang ditempatkan di
UPT

ditempatkan di UPT
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24. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

A. Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
Kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Utama :

NNk LND =

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Pengkajian dan Pengusulan Perencanaan Penanaman Modal;

Pelaksanaan kebijakan Pelayanan Penanaman Modal,;

Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;

Penetapan Norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

Pembuatan peta penanaman modal,

Pengkoordinasian pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;

Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan bidang usaha;

Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan
kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang
seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen
administrasi;

Penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi;

Pembatalan/pencabutan izin dan non izin;

Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

Pembinaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan,
kepegawaian dan hubungan masyarakat;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 S 4 5 6 7
Meningkatnya | Investor Penanaman Jumlah Investor Penanaman Perusahaan Laporan Kegiatan

iklim investasi
dan realisasi

Modal Asing (PMA)

Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal (LKPM)

investasi Nilai Realisasi dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi Nilai Investasi Laporan Kegiatan
Investasi Penanaman Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal (LKPM)
Modal Asing (PMA)
Investor Penanaman Jumlah Investor Penanaman Perusahaan Laporan Kegiatan
modal dalam Negeri Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman Modal (LKPM)
(PMDN)
Nilai Realisasi dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi Nilai Investasi Laporan Kegiatan
Investasi Penanaman Penanaman Modal Dalam Penanaman Modal (LKPM)
Modal dalam Negeri Negeri (PMDN)
(PMDN)

Meningkatnya | Tingkat kepuasan IKM = Nilai Indeks X Angka Penilaian Kuisioner Survey IKM

Kepuasan masyarakat Nilai Dasar

masyarakat

yang Persentase Pengaduan Jumlah pengaduan yang masuk % Laporan Pengaduan

mengurus izin

yang ditindak lanjuti

/ Jumlah pengaduan yang
ditindak lanjuti X 100




62

25. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Tugas Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Urusan Kearsipan sesuai kewenangan
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

Penyusunan rencana daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan rencana nasional;
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan,;

Perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;

Pembinaan dan mengawasi pengelolaan perpustakaan dan arsip pada perangkat daerah, perusahaan swasta,
organisasi kemasyarakat/politik, lembaga pendidikan, kecamatan,;

Pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di
daerah;

Pemberian layanan dan pemanfaatan peprustakaan dan arsip statis;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

g kb=

No
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INDIKATOR KINERJA

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN | PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya | Jumlah pengunjung Jumlah kunjungan ke perpustakaan % Bidang Pengolahan, Laporan Pemustakaan Per DPKD
kualitas perpustakaan per Fumlah popﬁf;;‘;;n;a%fus Tilayani * 100% Layanan dan Pelestarian Tahun
pelayanan tahun (Umur 10 — 59 tahun) Bahan Pustaka
perpustakaan _
Koleksi buku yang t] ”mlgh k;.lekﬂl”‘:u]l( bulﬁéyangh % Bidang Pengolahan, Laporan Pengadaan Bahan DPKD
tersedia di ersedia ai perpustakaan daeran , . qq, Layanan dan Pelestarian Pustaka per tahun
Jumlah koleksi jumlah buku yang
perpustakaan daerah tersedia di perpustakaan daerah Bahan Pustaka
Rasio perpustakaan Jumlah perpustakaan. -, o % Bidang Pengembangan Data Pengembangan / DPKD
persatuan penduduk Jumlah penduduk Perpustakaan dan Pembentukan Perpustakaan per
Pembudayaan tahun
Kegemaran Membaca
Jumlah rata-rata Rata-rata jumlah perpustakaan / % Bidang Pengolahan, Data Pengunjung Perpustakaan | DPKD
pengunjung tahun Layanan dan Pelestarian | Umum Daerah, Perpustakaan
perpustakaan per Bahan Pustaka Kecamatan, Perpustakaan
tahun SD/MI, Perpustakaan
SMP/MTs
Jumlah koleksi judul Jumlah koleksi judul buku Judul Bidang Pengolahan, Laporan Pengadaan Bahan DPKD
buku perpustakaan perpustakaan Layanan dan Pelestarian Pustaka Setiap Tahun
Bahan Pustaka
Jumlah pustakawan, | Jumlahpustakawan,tenaga teknis % Bidang Pengembangan Laporan Kegiatan Penciptaan, | DPKD
tenaga teknis dan dan pen;learlt?';zzggemmkl Perpustakaan dan Pustakawan, Tenaga Teknis dan
peni.lz.:ti yang memiliki Jumlah seluruh pustakawan, tenaga 100% Pembudayaan Penilai
sertifikasi teknis dan penilai Kegemaran Membaca
Meningkatnya | Persentase perangkat | /umlahperangkat daerahyang telah % Bidang Pengelolaan Data OPD / Instansi yang Telah | DPKD
menerapkan arsip secara baku
kualitas daerah yang P P x 100% Arsip Menerapkan Arsip secara Baku
pengelolaan mengelola arsip Jumlah perangkat daerah
kearsipan secara baku
Peningkatan SDM Menunjukkan jumlah kegiatan % Bidang Pembinaan dan Laporan Pembinaan SDM DPKD

pengelola kearsipan

peningkatan SDM pengelola
kearsipan

Pengawasan Kerasipan

Pengelola Arsip
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26. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

A.

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta urusan
pemerintahan bidang Perindustrian sesuai kewenangan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi Utama :

1. Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian bimbingan, pembinaan sesua idengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Penyusunan rencana program perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian dalam garis
besarnya berisikan tujuan skala prioritas, strategi di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan
perindustrian;

3. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas;

4. Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Pengawasan terhadap persiapan dan perkembangan pelaksanaan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah
dan perindustrian untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang
diperlukan di dalam proyek dalam rangka pengembangan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan
perindustrian;

6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR SUMBER DATA KET
1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya Kontribusi
Sektor Perdagangan
terhadap PDRB

Kontribusi sector
Perdagangan
terhadap PDRB

PDRB Sektor Perdagangan tahun(n)
/ PDRB Kabupaten Banyuasin
tahun(n) x 100%

%

Bidang Perdagangan

Data PDRB dari
BPS

Meningkatnya Pendapatan

Persentase

(PAD sector Retribusi Pasar tahun

%

Bidang Pengelolaan

Laporan PAD

Asli Daerah (PAD) sector Peningkatan PAD (n) — PAD Sektor Retribusi Pasar Pasar Bidang
Retribusi Pelayanan Pasar Sektor Retribusi tahun (n-1)) / PAD Sektor Retribusi Pengelolaan
Pasar Pasar tahun (n-1) x 100% Pasar
Meningkatnya Kontribusi Kontribusi sector PDRB Sektor Perindustriant ahun(n) % Bidang Data PDRB dari
Sektor Industri terhadap Perindustrian / PDRB Kabupaten Banyuasin Perindustrian BPS
PDRB terhadap PDRB tahun(n) x 100%
Perkembangan Jumlah UMKM tahun (n) - Jumlah % Bidang UKM Pengolahan data
Usaha UMKM UMKM tahun (n-1) / Jumlah UMKM dan Survey

Meningkatnya Jumlah dan
Peran Koperasi dan

UMKM dalam
Perekonomian

tahun (n-1) x 100 %

Persentase Koperasi
Aktif

Jumlah Koperasi Aktif tahun (n) /
Jumlah Koperasi tahun (n) x 100 %

%

Bidang Koperasi

Pembinaan,
Pengawasan dan
monitoring
Koperasi
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27. DINAS PERIKANAN

A. Tugas Pokok :

1.

Melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Utama :

1.

2.

Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan usaha perikanan tangkap, pemberdayaan
pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan usaha perikanan tangkap, pemberdayaan
pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan usaha perikanan tangkap,
pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pemantauan dan evaluasi di bidang kelautan dan perikanan;

Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
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INDIKATOR SATUA
SASARAN KINERJA RUMUS N PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET
(OUTCOME)

1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya | Persentase % Bidang Pengelolaan Laporan Tahunan
Produksi Peningkatan Jumlah produksi perikanan budidaya Pembudidayaan Ikan dan Data Statistik

Y

Perikanan Produksi tahun berjalan — jumlah produksi pada kondisi awal < 100% Perikanan dari BPS

Perikanan Jumlah produksi pada kondisi awal 0

Budidaya

Persentase % Bidang Pengelolaan Laporan Tahunan

Peningkatan o Usaha Perikanan dan Data Statistik

Produksi Jumlah produksi perikanan tangkap T Kk Perik dari BPS

roduksi ) . : o angkap erikanan dari
. tahun berjalan — jumlah produksi pada kondisi awal

Perikanan - — x 100%

Tangkap Jumlah produksi pada kondisi awal
Meningkatnya | Nilai Tukar Indeks yang diterima nelayan Indeks | Bidang Pemberdayaan Laporan Tahunan
Pendapatan Nelayan (NTN) Indeks yang dibayar nelayan Nelayan Kecil dan Data Statistik
Nelayan dan Perikanan dari BPS
Pembudidaya —— -
Ikan Nilai Tukar Indeks yang diterima Pembudidaya Ikan Indeks | Bidang Pemberdayaan Laporan Tahunan

Pembudidaya
Ikan (NTPi)

Indeks yang dibayar Pembudidaya Ikan

Pembudidaya Ikan
Kecil

dan Data Statistik
Perikanan dari BPS
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28. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanian Kabupaten Banyuasin sesuai dengan
kewenangannya.

2. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
di bidang Pertanian.

B. Fungsi Utama :

Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
Penyusunan program penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman tanaman pangan dan hortikultura;
Pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Banyuasin;
Pengendalian dan Penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;

Pengendalian dan Penanggulangan bencana alam;

. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

10. Pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

11. Pemberian rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

12. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

WONOUTH W=

INDIKATOR KINERJA SATUA | PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS N JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan Persentase Produksi Jumlah produksi tahun bersangkutan dikurangi % Dinas Pertanian Laporan
Produksi Pertanian Pertanian jumlah produksi pada kondisi awal/jumlah Tahunan
produksi kondisi awal x 100 %
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29. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Utama :

1. Koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah berkaitan dengan

perkebunan dan peternakan,;

2. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi
perkebunan dan peternakan;
3. Pengendalian, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan perkebunan dan peternakan,;
4. Pemberian rekomendasi perizinan usaha, pelaksanaan pelayanan perkebunan dan peternakan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkebunan dan peternakan;
6. Penyusunan program perkebunan dan peternakan
7. Perumusan kebijakan dan melaksanakan bimbingan teknis perkebunan dan peternakan.
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN PEN?;}SE; e SUMBER DATA KET
1 2 S 4 5 6 7
Meningkatnya Produktivitas 1. Persentase produksi perkebunan | Produksi hasil % 1. Bidang Pengolahan hasil
Perkebunan dan Peternakan perkebunan dan Perkebuna survey
peternakan Tahun n/ n
2. Persentase produksi hasil perkebunan dan % 2. Bidang Pengolahan hasil
peternakan peternakan Tahun -n) x Peternakan survey
100
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30. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

A. Tugas Pokok :

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintah dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan kabupaten dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati.

B. Fungsi Utama :

Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang
kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif;

Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

N —

NoAw
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase Organisasi | Jumlah organisasi pemuda yang % Kepala Dinas RPJMD
Prestasi Masyarakat, | Kepemudaan yang aktif aktif Renstra
— x100%
Pemuda dan Jumlah seluruh organisai
Olahraga pemuda
Persentase Wirausaha Jumlah wirausaha muda  100% % Kepala Dinas RPJMD
Muda Jumlah seluruh wirausaha 0 Renstra
Persentase Cakupan Jumlah cabang olahraga yang % Kepala Dinas RPJMD
Pembinaan Olahraga dibina 0 Renstra
x 100%
Jumlah seluruh cabang olahraga
yang ada atau terdaftar
Persentase Cakupan Jumlah pelatih bersertifikat  100% % Kepala Dinas RPJMD
Pelatih yang Jumlah seluruh pelatih 0 Renstra
Bersertifikasi
Jumlah Atlet Berprestasi | Jumlah atlet yang memenangi Jumlah Kepala Dinas RPJMD
kejuaraan tingkat nasional dan Renstra
internasional dalam satu tahun
Persentase Atlet Prestasi % Kepala Dinas RPJMD
Renstra
Jumlah Prestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah Kepala Dinas RPJMD
Olahraga yang dimenangkan dalam satu Renstra
tahun
Mengembangkan Persentase Kunjungan Jumlah capaian kinerja kunjungan % Kepala Dinas RPJMD
Potensi Wisata yang Wisata wisata se — kabupaten dankota 00, Renstra
Berwawasan Jumlah kunjungan wisata yang
Budava. Aero dan direncanakan se — kabupaten dan kota
ya, A8 Persentase Destinasi % Kepala Dinas RPJMD
Promosi Wisata . .
Wisata yang Berfungsi Renstra
dengan Baik
Persentase Jumlah % Kepala Dinas RPJMD

Kemitraan Pariwisata

Renstra
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KECAMATAN BANYUASIN I

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa,;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata kelola Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
pemerintahan yang baik Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Tahunan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Tahunan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100% = jml
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatnya infrastruktur Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan % Kasi PMD Laporan -
yang baik dan merata Dokumen Perencanaan dalam Renja Tahun Berkenaan / Monitorin
Jumlah Program dan Kegiatan g
dalam Renstra untuk Tahun
Berkenaan
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pembinaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Tahunan
masyarakat yang religius Pembinaan Keagamaan yang
ditargetkan
Meningkatnya Penggunaan Meningkatnya Partisipasi Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanum Laporan -
Teknologi Tepat Guna dalam Penyebarluasan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan

Informasi dan Media

yang ditargetkan x 100 %
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KECAMATAN BANYUASIN II

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

ok

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran % Sekcam Laporan -
Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi yang dipenuhi / Jumlah Jasa Triwulan
Perkantoran Administrasi yang ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan | Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan Tahunan
x 100%
Meningkatnya Persentase Aparatur yang | Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang | Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Aparatur Tahunan
Pekerjaan yang ditargetkan mengikuti Pelatihan
dan Bimtek x 100%
Terbentuknya karakter | Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
masyarakat yang Keagamaan yang direncanakan x 100%
religius
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan / % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan jumlah kegiatan yang ditargetkan x 100% Kegiatan
perdagangan , industry | Komunikasi informasi dan
maupun koprasi dan media
UMKM
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar | Jumlah Upaya Perencanaan / Jumlah % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa | dokumen perencanaan Perencanaan yang ada x 100% Kegiatan

dan kota
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat upaya dan peran | Jumlah upaya pemerintah dalam peran % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran aktif masyarakat / jumlah masyarakat Triwulan
serta aktif masyarakat yang berperan aktif x 100%
dalam pelaksana
pembangunan
Meningkatnya Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Sekcam Laporan -
infrastruktur yang Kinerja hasil pembangunan yang direncanakan x Kegiatan

baik dan merata

pembangunan

100%
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KECAMATAN BANYUASIN III

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa,;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Administrasi Perkantoran Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang Triwulan
dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana
dan Prasarana Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Aparatur Terlaksana / jumlah kegiatan Tahunan
yang harus dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Kontribusi | Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

industry maupun koprasi
dan UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta aktif | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
masyarakat dalam pelaksana masyarakat yang berperan aktif x
pembangunan 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Sekcam Laporan -
infrastruktur yang baik hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%




34.
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KECAMATAN BETUNG

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Administrasi Perkantoran Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Triwulan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Capaian Kinerja dan Keuangan /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Baca | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi dan Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Muda yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

perdagangan , industry
maupun koprasi dan
UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta aktif | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
masyarakat dalam pelaksana masyarakat yang berperan aktif x
pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%




35.
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KECAMATAN RANTAU BAYUR

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Administrasi Perkantoran Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Capaian Kinerja dan Keuangan /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Baca | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Laporan -
Presentasi Generasi dan Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Yanmum Kegiatan

Muda

yang ditargetkan x 100 %
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi / jumlah kegiatan yang ditargetkan Kegiatan
perdagangan , industry informasi dan media x 100%
maupun koprasi dan
UMKM
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta aktif | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
masyarakat dalam pelaksana masyarakat yang berperan aktif x
pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN PULAU RIMAU

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang % Sekcam Laporan -
kelola pemerintahan | Pelayanan Administrasi dipenuhi / Jumlah Jasa Administrasi yang Tahunan
yang baik Perkantoran ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Aparatur yang dipenuhi / Jumlah Jasa Tahunan
Sarana dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / jumlah % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur kegiatan yang harus dilaksanakan x 100% = Tahunan
jml
Meningkatnya Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang dan Bimtek / Jumlah Aparatur yang Tahunan
Pekerjaan ditargetkan mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatnya Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan dalam Renja % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang Dokumen Perencanaan Tahun Berkenaan / Jumlah Program dan Monitoring
baik dan merata Kegiatan dalam Renstra untuk Tahun
Berkenaan
Terbentuknya Persentase Pelaksanaan Jumlah Pembinaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
karakter generasi Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pembinaan Tahunan
muda dan Keagamaan yang ditargetkan
masyarakat yang
religius
Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan / % Sekcam Laporan -
Penggunaan dalam Penyebarluasan Jumlah Partisipasi yang ditargetkan x 100 % Kegiatan

Teknologi Tepat
Guna

Informasi dan Media




37.
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KECAMATAN TALANG KELAPA

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah jasa administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi perkantoran yang dipenuhi / Bulanan
Perkantoran jumlah jasa administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah ketersediaan sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang dipenuhi / Kegiatan
jumlah jasa sarana dan prasarana
aparatur yang ditargetkan x 100%
Persentase Tingkat Jumlah kegiatan yang terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus Kegiatan
ditargetkan x 100%
Tingkat Pengembangan Jumlah pelaksanaan pelayanan % Kasi Yanmum Laporan -
Budaya Baca dan Pembinaan | perpustakaan / jumlah pelaksanaan Bulanan
Perpustakaan pelayanan perpustakaan yang
ditargetkan x 100 %
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersertifikat sesuai Bidang pelatihan dan bimtek / jumlah Kegiatan
Pekerjaan aparatur yang ditargetkan
mengikuti pelatihan dan bimtek x
100%
Meningkatkan tata kelola | Tingkat Ketersediaan Jumlah program dan kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintahan yang baik Dokumen Capaian Kinerja /jumlah program dan kegiatan Kinerja dan
dan Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100% Keuangan
Tingkat keselarasan antar Jumlah upaya perencanaan / % Sekcam Laporan -
dokumen perencanaan jumlah perencanaan yang ada x Kegiatan
100%
Persentase Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan kegiatan % Sekcam Laporan -
Kegiatan Pelayanan pelayanan di kelurahan/ jumlah Kegiatan

Masyarakat di Tingkat
Kelurahan

pelaksanaan kegiatan pelayanan di
kelurahan yang direncanakan x
100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan kegiatan % Kasi Kessos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan keagamaan yang dilaksanakan / Kegiatan
masyarakat yang religius jumlah pelaksanaan kegiatan
keagamaan yang direncanakan x
100%
Meningkatnya Kontribusi | Tingkat ketercapaian ' . | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Lap.oran -
sektor perdagangan, penyebarluasan Komunikasi . . ) Kegiatan
. . | . . / jumlah kegiatan yang ditargetkan
industri maupun koperasi | informasi dan media < 100%
dan UMKM °
Meningkatnya Tingkat upaya dan peran Jumlah kegiatan yang memfasilitasi % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa pemerintah serta peran serta | peran aktif pemerintah dan Kegiatan
dan kota aktif masyarakat dalam masyarakat dalam pelaksanaan
pelaksanaan pembangunan pembangunan/Jumlah kegiatan
yang memfasilitasi peran aktif
pemerintah dan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan yang
ditargetkan x 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kessos Laporan -
masalah kesejahteraan rendah (MBR) / jumlah seluruh Kegiatan
Sosial masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik kinerja hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN RAMBUTAN

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
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PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata kelola | Persentase Pemenuhan Pelayanan | Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran % Sekcam Laporan -
pemerintahan yang baik Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Jumlah Jasa Tahunan
Administrasi yang ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Tahunan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100% = jml
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan mengikuti
Pelatihan dan Bimtek x 100%
Meningkatnya Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan dalam % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik Dokumen Perencanaan Renja Tahun Berkenaan / Jumlah Monitorin
dan merata Program dan Kegiatan dalam Renstra g
untuk Tahun Berkenaan
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pembinaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pembinaan Tahunan
masyarakat yang religius Keagamaan yang ditargetkan
Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi dalam Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan % Kasi Yanum Laporan -
Penggunaan Teknologi Penyebarluasan Informasi dan / Jumlah Partisipasi yang ditargetkan Kegiatan

Tepat Guna

Media

x 100 %




39.
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KECAMATAN TUNGKAL ILIR

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Persentase Pemenuhan % SEKRETARIAT Laporan
Pelayanan Administrasi Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran KECAMATAN Bulanan
Perkantoran T }3: ¢]mg d/lll(’ien?‘}fl — x100%
umlian jasa minisitrasi
yang ditargetkan
Ketersediaan Sarana dan Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana % SEKRETARIAT Laporan
‘ Prasarana Aparatur aparatur yg dipenuhi 1005 KECAMATAN Kegiatan
Meningkatnya Kepuasan Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana X 0
Masyarakat aparatur yg ditargetkan
Persentase Tingkat ' % SEKRETARIAT Laporan
Kedisiplinan Aparatur Jumlah kegiatan yang terlaksana x100% KECAMATAN Kegiatan
Jumlah kegiatan
yang harus ditargetkan
Tingkat Pengembangan Jumlah Pelaksanaan % KASI Laporan
Budaya Baca dan pelayanan perpustakaan £100% PELAYANAN Bulanan
Pembinaan Perpustakaan Jumlah Pelaksanaan UMUM
pelayanan perpustakaan yang ditargetkan
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur % SEKRETARIAT Laporan
birokrasi bersertifikat sesuai yg mengikuti Bimtek/Pelatihan x100% KECAMATAN Kegiatan
Bidang Pekerjaan Jumlah Aparatur
yg ditargetkan mengikuti Bimtek /Pelatihan
Meningkatkan tata kelola Tingkat Ketersediaan ' % SEKRETARIAT Laporan
Pemerintahan yang baik Dokumen Capaian Kinerja Jumlah Program dan Kegiatan x100% KECAMATAN Kinerja dan
dan Keuangan Tetap Jumlah Program dan Kegiatan Renstra Keuangan
Waktu
Tingkat keselarasan antar % SEKRETARIAT Laporan
dokumen perencanaan Jumlah Upaya Perencanaan x100% KECAMATAN Kegiatan

Jumlah Perencanaan yang ada
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Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan % KASI KESOS Laporan
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan kegiatan keagamaan yg dilaksanakan x100% Kegiatan
masyarakat yang religius Jumlah Pelaksanaan
kegiatan keagamaan yg direncanakan
Meningkatnya infrastruktur | Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan ©100% % KASI PMD Laporan
yang baik dan merata kinerja hasil Jumlah pembangunan yg direncanakan Kegiatan
pembangunan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian . . % SEKRETARIAT Laporan
Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan .

sektor perdagangan, penyebarluasan x100% KECAMATAN Kegiatan

industri maupun koperasi
dan UMKM

Komunikasi informasi dan
media

Jumlah kegiatan yg ditargetkan
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KECAMATAN TANJUNG LAGO

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang Triwulan
dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana
dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur Terlaksana / jumlah kegiatan Tahunan
yang harus dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi birokrasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola Pemerintah | Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
yang baik Dokumen Capaian Kinerja /jumlah program dan kegiatan Keuangan
dan Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter generasi Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
muda dan masyarakat yang religius Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Generasi Tingkat Pemenuhan Budaya | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Muda Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
Perpustakaan Partisipasi yang ditargetkan x
100 %
Meningkatnya Kontribusi sector Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
perdagangan , industry maupun penyebarluasan Komunikasi | dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

koprasi dan UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya konektivitas antar desa | Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
dan kota dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
Sosial jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya infrastruktur yang Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
baik dan merata Kinerja hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

direncanakan x 100%
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KECAMATAN SEMBAWA

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

SRl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya tata Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
kelola pemerintahan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Tahunan
yang baik Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Tahunan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan | Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100% = jml
Persentase Laporan Tepat Jumlah Laporan yang diserahkan % Sekcam Laporan -
Waktu tepat waktu sesuai peraturan / Keuangan
Jumlah Laporan yang harus
disampaikan x 100 %
Meningkatnya Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Persentase Peningkatan Minat Jumlah Kunjungan / Target % Kasi Yanmum Laporan -
dan Budaya Baca Masyarakat Kunjungan x 100 % Kegiatan
Meningkatnya Tingkat Keselarasan Antar Jumlah Program dan Kegiatan % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik | Dokumen Perencanaan dalam Renja Tahun Berkenaan / Monitoring
dan merata Jumlah Program dan Kegiatan
dalam Renstra untuk Tahun
Berkenaan
Persentase Capaian Rata - Rata | Tingkat Realisasi Capaian % Kasi PMD Laporan -
Realisasi Capaian Pelaksanaan | Pelaksanaan Program Monitoring

Program Pembangunan
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 S 6 7
Terbentuknya karakter | Persentase Pelaksanaan Jumlah Pembinaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Tahunan
masyarakat yang Pembinaan Keagamaan yang
religius ditargetkan
Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi dalam | Jumlah Partisipasi yang % Sekcam Laporan -
Penggunaan Teknologi | Penyebarluasan Informasi dan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Tepat Guna Media yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat Upaya dan peran Jumlah Pemberdayaan yang % Kasi Kesos Laporan -
kontribusi sektor pemerintah serta peran serta dilakukan / Jumlah Pemberdayaan Tahunan
perdagangan, industri aktif masyarakat dalam yang ditargetkan x 100 %
maupun Koperasi dan pelaksanaan pembangunan
UMKM
Meningkatnya Penanganan Jumlah Penanganan Masalah % Kasi Kesos Laporan -
Masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang Tahunan

dilakukan / Jumlah Penanganan
Masalah Sosial yang ditargetkan x
100 %
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KECAMATAN SUAK TAPEH

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Dokumen Capaian Kinerja dan | /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Muda Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi / jumlah kegiatan yang ditargetkan Kegiatan

perdagangan , industry
maupun koprasi dan
UMKM

informasi dan media

x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial | rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja | Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN MAKARTI JAYA

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

NoOah L=

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

Mengkoordinasikan pemeliharaan saranan dan prasarana dan fasiliatas umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;

Membina penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan;

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya / atau belum dapat dilaksanakan pemerintah
desa atau kelurahan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Kepuasan | Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang Triwulan
dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana
dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Aparatur Terlaksana / jumlah kegiatan Tahunan
yang harus dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi | Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah yang Capaian Kinerja dan Keuangan /jumlah program dan kegiatan Keuangan
baik Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
Muda Perpustakaan Partisipasi yang ditargetkan x
100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

perdagangan , industry
maupun koprasi dan
UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik [ hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN MUARA PADANG

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Kepuasan Masyarakat | Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Jumlah Triwulan
Perkantoran Jasa Administrasi yang ditargetkan x
100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Kedisiplinan | Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
reformasi birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan mengikuti
Pelatihan dan Bimtek x 100%
Meningkatkan tata Tingkat Ketersediaan Dokumen | Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Kelola Pemerintah Capaian Kinerja dan Keuangan | /jumlah program dan kegiatan dalam Keuangan
yang baik Tetap Waktu Renstra x 100%
Terbentuknya Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
karakter generasi Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
muda dan Pelaksanaan Keagamaan yang
masyarakat yang direncanakan x 100%
religius
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Presentasi Generasi Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Muda Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
Kontribusi sector penyebarluasan Komunikasi / jumlah kegiatan yang ditargetkan x Kegiatan
perdagangan , informasi dan media 100%

industry maupun
koprasi dan UMKM
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
desa dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
masyarakat x 100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang hasil pembangunan pembangunan yang direncanakan x Kegiatan

baik dan merata

100%




45.

111

KECAMATAN MUARA SUGIHAN

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Triwulan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola | Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja dan | /jumlah program dan kegiatan Keuangan
Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi | Tingkat Pemenuhan Budaya Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Kontribusi | Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan Komunikasi dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

industry maupun koprasi
dan UMKM

informasi dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5] 6 7
Meningkatnya Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
konektivitas antar desa dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
dan kota 100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan Sosial | berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya Meningkatnya capaian Kinerja | Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
infrastruktur yang baik hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

dan merata

direncanakan x 100%
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KECAMATAN MUARA TELANG

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

Sl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA SATUA | PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS N JAWAB paTA | XET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi dipenuhi / Jumlah Jasa Administrasi yang Triwulan
Perkantoran ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Aparatur yang dipenuhi / Jumlah Jasa Sarana Triwulan
dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / jumlah % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur kegiatan yang harus dilaksanakan x 100% Tahunan
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Bimtek / Jumlah Aparatur yang ditargetkan Tahunan
Pekerjaan mengikuti Pelatihan dan Bimtek x 100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersefiiaag . Jumlah Program dan Kegiatan /jumlah % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja . Keuanga
program dan kegiatan dalam Renstra x 100%
dan Keuangan Tetap Waktu n
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
masyarakat yang religius Keagamaan yang direncanakan x 100%
Meningkgtnya Presentasi Tingkat Pemenghan Budaya Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan / % Kasi Yanmum Lap'oran -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan NS ) Kegiatan
Jumlah Partisipasi yang ditargetkan x 100 %
Perpustakaan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan / jumlah % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan Komunikasi | kegiatan yang ditargetkan x 100% Kegiatan
industry maupun koprasi informasi dan media
dan UMKM
Meningkatnya konektivitas | Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / Jumlah % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota dokumen perencanaan Perencanaan yang ada x 100% Kegiatan
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam peran aktif % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | masyarakat / jumlah masyarakat yang Triwulan
aktif masyarakat dalam berperan aktif x 100%
pelaksana pembangunan
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan (MBR) / jumlah Seluruh masyarakat x 100% Kegiatan
Sosial
Meningkatnya infrastruktur | Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Kasi PMD Laporan -
yang baik dan merata Kinerja hasil pembangunan pembangunan yang direncanakan x 100% Kegiatan
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KECAMATAN AIR SALEK

A.

Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah
kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Pelaksanakan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

Fungsi Utama :

SRl

N

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
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INDIKATOR
SASARAN KINERJA RUMUS SATUAN PEN:]AAN“?EI;J NG S%&?ER KET
(OUTCOME)

1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % sekcam Laporan
Kualitas Pelayanan jumlah kegiatan yang harus Tahunan
Pelayanan Administrasi dilaksanakan X 100 %

Aparatur Perkantoran
Kecamatan
Tingkat Ketersediaan | Perbandingan Jumlah Sarana % Sekcam Laporan
Sarana dan Prasarana Aparatur yang ada dengan Tahunan
Prasarana Aparatur Jumlah Total Sarana Prasarana yang
seharusnya ada x 100 %
Meningkatnya Tingkat Laporan Monitoring Tepat Waktu Laporan Kasi PMD Laporan
kualitas pengembangan dan Jumlah laporan monitoring yang ada monitoring
penyelenggaraa | pembinaan X 100 %
n pemerintah perpustakaan
desa
Tingkat penyediaan Laporan Monitoring Tepat Waktu Laporan Kasi PMD Laporan
laporan monitoring Jumlah laporan monitoring X Tahunan
musrenbang 100 %
(musrenbang)
Tingkat monitoring Laporan Monitoring Tepat Waktu Kali/desa Kasi PMD Laporan
dan evaluasi Jumlah laporan monitoring X Monitoring
pelaksanaan 100 %
pembangunan (pemberdayaan)
Meningkatnya Tingkat optimalisasi Laporan Monitoring Tepat Waktu Kali Kasi PMD Laporan
pelaksanaan promosi dan Jumlah laporan monitoring X Tahunan
pemberdayaan informasi 100 %
masyarakat (Kegiatan promosi dan informasi)
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48. KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG

A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati unutuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah

B. Fungsi Utama :

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan ;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;

Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan,;

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

NoasrLb =
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN RUMUS SATUAN KET
(OUTCOME) JAWAB DATA
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kualitas Tingkat Pemenuhan Pelayanan Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan
Pelayanan Aparatur Administrasi Perkantoran jumlah kegiatan yang harus Tahunan
Kecamatan dilaksanakan x 100%
Tingkat Ketersediaan Sarana dan | Perbandingan Jumlah Sarana % Sekcam Laporan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang ada dengan Tahunan
Jumlah Total Sarana Prasarana yang
seharusnya ada x 100%
Meningkatnya kualitas Tingkat Ketersediaan Laporan Laporan musrenbang sebayak 2 kali Laporan Kasi PMD Laporan
penyelenggaraan Musrembang Tepat Waktu yaitu pra musrembang dan Musrenban
pemerintah desa musrembang. g
Penyaluran raskin dari Jumlah Raskin yang disalurkan dari Kali/Desa Kasi Kesos Laporan
Kecamatan ke Desa tepat waktu Kecamatan ke Desa tepat waktu. Tahunan
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KECAMATAN AIR KUMBANG

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan | Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi Triwulan
/ Jumlah Jasa Sarana dan
Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur / jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi yang bersetifikat sesuai Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Bidang Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian /jumlah program dan kegiatan Keuangan
Kinerja dan Keuangan dalam Renstra x 100%
Tetap Waktu
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan | Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Tingkat Pemenuhan Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Generasi Muda Budaya Baca dan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Pembinaan yang ditargetkan x 100 %
Perpustakaan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , penyebarluasan dilaksanakan / jumlah kegiatan Kegiatan

industry maupun koprasi
dan UMKM

Komunikasi informasi
dan media

yang ditargetkan x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya konektivitas Tingkat keselarasan Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota antar dokumen Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
perencanaan 100%
Tingkat upaya dan peran | Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
serta aktif masyarakat masyarakat yang berperan aktif x
dalam pelaksana 100%
pembangunan
Meningkatnya Jumlah masyarakat % Kasi Kesos Laporan -
penanganan masalah berpenghasilan rendah (MBR) / Kegiatan
kesejahteraan Sosial jumlah Seluruh masyarakat x
100%
Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan -
yang baik dan merata Kinerja hasil jumlah pembangunan yang Kegiatan

pembangunan

direncanakan x 100%
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KECAMATAN SELAT PENUGUAN

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

SRl

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAR DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi dipenuhi / Jumlah Jasa Administrasi yang Triwulan
Perkantoran ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Aparatur yang dipenuhi / Jumlah Jasa Triwulan
Sarana dan Prasarana Aparatu x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / jumlah % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur kegiatan yang harus dilaksanakan x 100% Tahunan
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang dan Bimtek / Jumlah Aparatur yang Tahunan
Pekerjaan ditargetkan mengikuti Pelatihan dan Bimtek
x 100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan /jumlah % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja program dan kegiatan dalam Renstra x 100% Keuanga
dan Keuangan Tetap Waktu n
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan yang % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan / Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
masyarakat yang religius Keagamaan yang direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Tingkat Pemenuhan Budaya | Jumlah Partisipasi yang dilaksanakan / % Kasi Yanmum | Laporan -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan Jumlah Partisipasi yang ditargetkan x 100 % Kegiatan
Perpustakaan
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan / % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , industry | penyebarluasan Komunikasi | jumlah kegiatan yang ditargetkan x 100% Kegiatan
maupun koprasi dan UMKM informasi dan media
Meningkatnya konektivitas Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / Jumlah % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota dokumen perencanaan Perencanaan yang ada x 100% Kegiatan
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam peran aktif % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | masyarakat / jumlah masyarakat yang Triwulan
aktif masyarakat dalam berperan aktif x 100%
pelaksana pembangunan
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan (MBR) / jumlah Seluruh masyarakat x 100% Kegiatan
Sosial
Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / jumlah % Kasi PMD Laporan
yang baik dan merata Kinerja hasil pembangunan pembangunan yang direncanakan x 100% Kegiatan
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KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR

A. Tugas Pokok :

1.
2.
3

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketanahan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila;
Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pelestarian Bhineka Tunggal lka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nacional;

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal.

B. Fungsi Utama :

ARl S

N

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

SUMBER

SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kepuasan Persentase Pemenuhan Jumlah Jasa Administrasi % Sekcam Laporan -
Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi / Triwulan
Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi yang
ditargetkan x 100%
Ketersediaan Sarana dan Jumlah Ketersediaan Sarana dan % Sekcam Laporan -
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur yang dipenuhi / Triwulan
Jumlah Jasa Sarana dan Prasarana
Aparatur x 100%
Persentase Tingkat Jumlah Kegiatan yang Terlaksana / % Sekcam Laporan -
Kedisiplinan Aparatur jumlah kegiatan yang harus Tahunan
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya reformasi Persentase Aparatur yang Jumlah Aparatur yang mengikuti % Sekcam Laporan -
birokrasi bersetifikat sesuai Bidang Pelatihan dan Bimtek / Jumlah Tahunan
Pekerjaan Aparatur yang ditargetkan
mengikuti Pelatihan dan Bimtek x
100%
Meningkatkan tata Kelola Tingkat Ketersediaan Jumlah Program dan Kegiatan % Sekcam Laporan -
Pemerintah yang baik Dokumen Capaian Kinerja /jumlah program dan kegiatan Keuangan
dan Keuangan Tetap Waktu dalam Renstra x 100%
Terbentuknya karakter Persentase Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Keagamaan % Kasi Kesos Laporan -
generasi muda dan Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan / Jumlah Kegiatan
masyarakat yang religius Pelaksanaan Keagamaan yang
direncanakan x 100%
Meningkatnya Presentasi Tingkat Pemenuhan Budaya | Jumlah Partisipasi yang % Kasi Yanmum Laporan -
Generasi Muda Baca dan Pembinaan dilaksanakan / Jumlah Partisipasi Kegiatan
Perpustakaan yang ditargetkan x 100 %
Meningkatnya Kontribusi Tingkat ketercapaian Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan % Sekcam Laporan -
sector perdagangan , industry | penyebarluasan Komunikasi | / jumlah kegiatan yang ditargetkan Kegiatan

maupun koprasi dan UMKM

informasi dan media

x 100%
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INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN (OUTCOME) RUMUS SATUAN JAWAB DATA KET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya konektivitas Tingkat keselarasan antar Jumlah Upaya Perencanaan / % Kasi PMD Laporan -
antar desa dan kota dokumen perencanaan Jumlah Perencanaan yang ada x Kegiatan
100%
Tingkat upaya dan peran Jumlah upaya pemerintah dalam % Kasi PMD Laporan -
pemerintah serta peran serta | peran aktif masyarakat / jumlah Triwulan
aktif masyarakat dalam masyarakat yang berperan aktif x
pelaksana pembangunan 100%
Meningkatnya penanganan Jumlah masyarakat berpenghasilan % Kasi Kesos Laporan -
masalah kesejahteraan rendah (MBR) / jumlah Seluruh Kegiatan
Sosial masyarakat x 100%
Meningkatnya infrastruktur Meningkatnya capaian Jumlah hasil pembangunan / % Kasi PMD Laporan
yang baik dan merata Kinerja hasil pembangunan jumlah pembangunan yang Kegiatan

direncanakan x 100%




